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Artinya : “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia

akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS.Al-Hadid :(11)
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KATA PENGANTAR
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Alhamdulillahirabbil’ alamin la haula wa quwata illa billahi ‘aliyyil adhzim, segala
puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan
nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga
penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul * Pembiayaan
Murabahah Dan Mudaharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Ukm)
Di Baitul Mal Wat Tanwail (Bmt) Wihdatul Ummah Desa Plaosan
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan , Perspektif Hukum Islam, dengan
tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap mencurahkan kepada Baginda kita
Rosulullah Muhammad SAW yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala
aspek kehidupan kita, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat

beliau akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malangdan sebagai wujud serta partisispasi penulis dalam
mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh

selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak

yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini, baik secara langsung
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4. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku Pembimbing penulis. Syukron katsiron
penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan,
arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. [Iffaty Nasi’ah, MH selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mauiana Malik Ibrahim Malang,
Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan
bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
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SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab ditulis sebagaimana ejakan
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi
rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetab
menggunakan transliterasi ini.*

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus di gunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang
digunakan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mlaik Ibrahim
Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas
surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan
0543.b/u/1987, sebagaima tertera dalam buku pedoman transilterasi Bahasa

Arab (A Guide Arabic Trasliteration, INIS Fellow 1992).

! Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015.
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B. Konsonan

\ = Tidak Dilambangkan
< =b
o=t
-« =1s
P o
g =h
¢« =kh
3o =d
3 =dz
J =I
J =iz
o =S
o =38y
uoa =¢h

Hamzah (=) yang sering dilambangkan denga alif, apalila terletak
pada awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka di

lambangakan dengan tanda koma di atas (°), berbalik dengan koma ()

untuk mengganti lambang.
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C. Vocal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah diulis

dengan “a” kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a misalnya  J& menjadi gala
Vokal (i) panjang = 1 misalnya  J& menjadi qila
Vokal (u) panjang = a misalnya ¢ menjadi ddna

[13%4]
1

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :
Diftong (aw) = 3 misalnya  Js menjadi gawlun
Diftong (ay) = T misalnya & menjadi khayrun

D. Ta’ Martubhoh
Ta’ Marbuthoh ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat,
tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w 2l Al ) menjadi
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya 4as &

4 menjadi fii rahmatillah.
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal
kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat
yang disandarkan (idhofah) maka dihilangkan. Contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhériy mengatakan ...

2. Al-Imam al-Bukhariy dalam kitabnya mugoddimah menjelaskan ...

3. Masya’ Allah Kana wa Md Lam Yasya’ Lam Yakun

4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakn

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut
menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terIndonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.
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ABSTRAK

Fathul Mujaddidi Arum, NIM 13220160, Pembiayaan Murabahah Dan

Mudharabah, Bagi Pelaku Usaha Kecil Menegah (UKM), Di Baitul Mal

Wat Tamwil (BMT) Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan

Plaosan, Kabupaten Magetan, Prespektif Hukum Islam. Skripsi, Jurusan

Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana

Malik Ibrahim Malang, pembimbing : Dr. Torigudin, Lc., M.HI
Kata Kunci : Pembiayaan , murabahah, mudharabah, usaha kecil menegah

(UKM), bagi hasil, dan Baitul Mall Wat Tamwil (BMT).

Kegiatan jual beli dan Kerjasama dalam menigkatkan usaha telah dilakukan
sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat telah menjadikan jual beli
(berdagang) adalah sebagai sarana untuk mendukung perkembangan kegiatan
perekonomian dan untuk menigkatkan taraf kehidupanya Lembaga keuangan yang
melakukan kegiatan usaha dalam bentuk jual beli (murabahah) dan kerjasama
(mudaharabah) selain dalam Lembaga Bank juga dalam Lembaga non Bank, yaitu
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan
baitul tamwil, baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan
penyaluran dana yang, seperti zakat, infak dan shodagoh. Sedangkan baitul tamwil
sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komer. BMT merupakan
lembaga keuangan mikro berbasis syariah (Islam). BMT beroperasi mengikuti
ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara
bermuamalat secara Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik murabahah dan
mudaharabah di baitul mal wat tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menegah
(UKM), prespektif hukum islam.

Penelitian  ini  menggunakan jenis penelitian empiris, dengan
mengumpulkandata yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul
merupakan kombinasi antara data primer, yang didukung dengan beberapa
datasekunder yang digunakan sebagai data penjelas sebagai bahan analisis hasil
penelitian. Sumber data diperolen melalui wawancara data dokumentasi.
Kemudian analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan
suatu keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan
murabahah dan mudharabah yang digunakan oleh Baitul Mall Wat Tamwil
(BMT) Whidatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan
Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menegah (UKM), prespektif hukum islam. Dalam
pelaksanaan akad murabahah sudah sesuai dengan Hukum Islam, namun disni
pihak nasabahlah yang mengingkari janji seperti telat bayar cicilan. Sedangkan
dalam pembiayaan mudaharabah suatu masalah terletak pada pemberian modal
atau pinjaman kepada nasabah pelaku ukm, karena belum bisa memberikan
pinjaman yang banyak, namun hanya bisa memberikan pinjaman modal usaha
max hanya sekitar sampai 20 juta. Dan masalah kedua pada pembiayaan
mudaharabah ini yaitu, pihak Nasabah ingkar janji dalam ketentuan akad
Mudahrabah.

XXi



ABSTRACT

Fathul Mujaddidi Arum, NIM 13220160, Murabahah and Mudharabah
Financing Regency toward the Actor of Small and Medium Enterprises
under the Perspective at Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Whidatul
Ummabh, Pleosan Village, Plaosan District, Magetan of Islamic Law.
Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H.
Toriqudin, Lc., M.HI

Keywords : financing, murabahah, mudharabah, small and medium enterprises,
profit sharing, Baitul Mall Wat Tamwil (BMT).

Buying and selling activities and also cooperation to increase the
business has been done since a long time in the life of society. The society has
become a trade as a tool to support economic activity development and to increase
the life standard as an exemplified by the Prophet Muhammad SAW during his
life. The financial institution that implements a business activity in trade type
(murabahah) and cooperation (mudharabah) unless in the bank institution also in
the non-bank institution i.e. BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) that consist of two
terms i.e. baitul mal and baitul tamwil, baitul mal disposer on the businesses
collection and distribution of fund that no-profit such as zakat, infaq and
shadagah. While baitul tamwil as a business collection and distribution of
commerce fund. BMT is a micro financial institution based on the Sharia
principle. BMT operate following the certainties of Sharia especially that having
related the muamalah (buying and selling) according to the Islam.

The objective of this research is to know the practice of murabahah and
mudharabah at baitul mal wat tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Plaosan Village
Plaosan District Magetan Regency toward the Actor of Small and Medium
Enterprises under the Perspective of Islamic Law.

The kind of this research is empiric. The collecting data have the
qualitative descriptive. The data collected provides a combination of primary data,
backed up with some secondary data are used as explanatory data analysis as a
result of the research. The source of data through interview, documentation. Then,
the data analysis has a descriptive which aims to describe the circumstances or
facts that happened on the field.

The finding of this research can be concluded that the practice of
murabahah and mudharabah financing that used by baitul mal wat tamwil (BMT)
Wihdatul Ummah Magetan Regency under the perspective of Islamic law. In the
practice of murabahah contract has already compatibility with the Islamic law, but
the customer often did not promise like late to pay a mortgage. While, in the
mudharabah financing a problem in the capital or the granting of loans to the
customer of UKM (small and medium enterprises), because have not been able to
give lend a lot, but can only provide venture capital loan for about up to 20
million. And the second problem in financing this mudaharabah namely, the
Customer pick in terms of contract Mudahrabah.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua perniagaan harus di atur oleh peraturan dan norma etika islami
masing-masing, seperti yang dinyatakan oleh syariah. Sistem islami menetang
eksploitasi dan ketidak adilan pada bagian mana pun dari para pihak yang terlibat.
Guna mencapai tujuan ini, syariah mengajukan beberapa larangan Peraturan dan
norma menunjukan bahwa keuangan islami pada dasarnya merupakan sistem etika
dan etika perlu menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem.

Kegiatan bermuamalah dari zaman ke zaman semakin bervariasi karena
adanya kebutuhan yang memaksakan manusia untuk melakukan hal tersebut.
Salah satu kegiatan transaksi muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
adalah kegiatan jual beli (Murabahah) dan Mudharabah (kerja sama). Akad
Murabahah (Jual beli) dan Mudharabah (kerja sama) perlu dilakukan karena tidak
semua masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan
sempurna. Meskipun masyarakat telah melakukan usaha secara maksimal, namun
usaha tersebut tidak cukup untuk menunjang kebutuhan dalam kehidupannya.
Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhanya masyarakat ekonomi menegah
kebawah memerlukan sarana Murabahah (jual beli) dan Mudharabah (kerja sama)
untuk melancarkan usahanya guna memenuhi kebutuhan kesehari — harianya yang

lebih baik.*

! H.R.Daeng Naja, Akad bank syariah ,(Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011),Hal 43



Dalam islam antara umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lain
merupakan saudara, sehingga apabila saudara yang satu mengalami kesulitan
maka saudara yang lain untuk membantu menyelesaikan kesulitan yang dialami
saudara muslim yang lain. Untuk menjalani kehidupan tersebut, dianjurkan antar
sesama umat muslim untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah

SWT berfirman :

Dalam QS. Al-Maidah ayat 2
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Artinya : “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan
takwa, dan jangan tolong — menolong dalam berbuat doas dan
pelanggaran, dan bertagwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
Amat berat siksanya.” (Q.S.Al-Maidah [5]:2)

Sesuai dengan ayat tersebut, tolong-menolonglah anatara sesama umat
muslim dapat dilakukan dalam berbagai jenis perbuatan kebaikan (Tabarru’)
seperti zakat, infaq, wakaf, jual beli, kerjasama dan lain — lainnya. Dalam tolong —
menolong tersebut harus dilandasi keikhlasan yang tidak dibolehkan saling
merugikan antara satu pihak dengan pihak lainya sebagimana yang di perintahkan
dalam ajaran islam.

Kegiatan jual beli dan Kerjasama dalam menigkatkan usaha telah dilakukan

sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat telah menjadikan jual beli

? (Qs.Al-Maidah (5) :2



(berdagang) adalah sebagai sarana untuk mendukung perkembangan kegiatan
perekonomian dan untuk menigkatkan taraf kehidupanya seperti yang telah di
contohkan oleh nabi Muhammad SAW di semasa kehidupanya. Dan kerjasama
atau tolong menolong dalam kebaikan itu adalah sangat di anjurkan seperti ketika
saudara kita mempunyai skill namun tidak mempunyai modal untuk mendapatkan
hasil dari keahlianya sehingga kita di anjurkan untuk menolong dengan
memberikan sedikit modal sehingga saudara kita bisa mengembangkan skillnya
untuk mendapatkan penghasilan dari keahlianya.’

Lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk jual beli
(murabahah) dan kerjasama (mudaharabah) selain dalam Lembaga Bank juga
dalam Lembaga non Bank yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang terdiri dari
dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil, baitul maal lebih mengarah pada
usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat,
infak dan shodagoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan
penyaluran dana komer. BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis
syariah (Islam). BMT beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari‘ah Islam
khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara
bermuamalat itu dijauhi praktek - praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur
- unsur riba untuk di isi dengan kegiatan - kegiatan investasi atas dasar bagi hasil

dan pembiayaan perdagangan.*

> H.R.Daeng Naja, Akad bank syariah ,(Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011),Hal 44
* Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Figih Dan Keuangan, (Jakarta; PT.Raja Grafindo
Persada, 2010), hal-113



Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai sentral
perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga
keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional
untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Sehingga secara
otomatis sistem perekonomian Islam telah mendapatkan tempat dalam kaca
perekonomian di tanah air Indonesia. Perkembagan ekonomi Islam tidak hanya
berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor
paling bawah yaitu mikro, dengan lahirnya lembaga mikro keuangan Islam yang
berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang kemudian populer dengan
istilah BMT. Model pembiayaan bagi hasil tentunya memiliki daya tarik tersendiri
bagi UKM dalam pengembangan usahanya, hasilnya muncul banyak harapan
UKM terhadap kehadiran perbankan syariah dengan model pembiayaan
mudharabahnya.

Keberadaan perbankan syariah atau BMT tentunya menjadi angin segar di
tengah lesunya perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini
dikarenakan perbankan syariah atau BMT memiliki karakter khusus, yaitu non-
bunga. Dan BMT juga menyedikan akad Jual beli (murabahah), murabahah
merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual
untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis, Dengan demikian,
dalam jual-beli ini tidak diperbolehkan berkhianat Apabila terjadi jual-beli
mudrabahah dan terdapat cacat pada barang, baik pada penjual maupun pada
pembeli, jumhur ulama tidak memperbolehkan menyembunyikan cacat barang

yang dijual karena hal itu termasuk khianat. Penyembunyian cacat barang atau



tidak menjelaskannya menurut hukum Islam dianggap sebagai suatu
pengkhianatan dan merupakan salah satu cacat kehendak yang berakibat pembeli
diberi hak khiyar atau dalam bahasa hukum perdata Barat pembeli diberi hak
untuk minta pembatalan atas jual beli tersebut.

Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat
yang berada di daerah karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT
juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang
tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Sehingga fungsi BMT
sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata
hasilnya. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga
keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di indonesia
bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi
bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-
prinsip syariah yang kemudian di salurkan melalui pembiayaan- pembiayaan.’

Tumbuhnya BMT juga merupakan tuntutan dari masyarakat muslim yang
menginginkan bermuamalah secara syariah untuk menjauhi dari praktek
bermuamalah secara riba. pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga
keuangan syariah diantaranya menggunakan prinsip kerja sama (mudharabah),
yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan
sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan

produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbhah

> Muhsinal Aini Pinbuk data/modul/usp-bmt/dasarbmt, Magetan; Karya Utama,1997, h 43



bagi hasil Pembiayaan prinsip tersebut guna memperlancar roda perekonomian
ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya
ketetapan bunga yang harus dibayar ke bank, selain itu juga dapat merubah
pandangan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan
yang sejalan dengan ajaran islam.

Desa plaosan kecamatan plaosan kabupaten magetan adalah desa yang
terletak di dekat perbatasan jawa timur dan jawa tengah , yang di mana di Desa
plaosan kecamatan plaosan kabupaten magetan terletak dengan pegunungan yaitu
gunung lawu, dan banyak sekali wisata di daerah tersebut seperti wisata sarangan,
wisata ujung kulon dan sebagainya masih banyak sekali wisata yang ada di daerah
plaosan.®

sehingga rata rata penduduk masyarakat di daerah desa plaosan kecamatan
plaosan kabupaten magetan ini bermata pencharian sebgai petani dan pedagang,
sehingga muncul banyak sekali usaha di daerah desa plaosan kecamatan plaosan
kabupaten magetan ini, dan banyakn nya juga masyarakat yang kurang mampu
sehingga munculnya BMT Whidatul Ummah di desa plaosan ini sangat membantu
masyarakat di sekitar khusunya bagi pelaku Usaha Kecil Menegah, karena dengan
adanya BMT Whidatul Ummah di desa plaosan ini masyarkat desa plaosan
kecamatan plaosan kabupaten magetan ini yang bekerja sebagai pedagang, petani ,
berwirausaha dapat meminjam atau melakukan pembiayaan di BMT Whidatul
Ummah di karenakan tidak adanya suku bunga , dan pembayaran bisa dilakukan
dengan di angsur.

BMT wihdatul ummah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang

berada di desa Plaosan Kota Magetan ia memiliki peran penting di tengah

masyarakat dalam kegiatannya BMT Wihdatul Ummah menekankan pembiayaan

® Bapak Muhsinal Aini ,Wawancara Ketua RT 11 Desa PlaosanMagetan 13 mei 2017



dengan menggunakan akad murabahah dan akad mudaharabah, yang digunakan
olen BMT tidak hanya untuk pembiayaan konsumtif akan tetapi juga dapat
digunakan untuk pembiayaan produktif BMT wihdatul ummah merupakan
lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi yang menjalankan
kegiatannya dengan prinsip syariah Sebagai lembaga keuangan mikro yang relatif
baru di Indonesia, BMT mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan
menengah dengan berlandaskan syariah.’

Pada sektor pendanaan, BMT Wihdatul Ummah menawarkan produk
tabungan wadiah dan mudarabah. Sedangkan pada sektor pembiayaan, BMT
Wihdatul Ummah menawarkan produk yang berbasis pada akad murabahah dan
akad mudharabah. Akad murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank
menyebut jumlah keuntunganya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara
nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok
ditambah keuntungan, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka
waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah
disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik perbankan,
murabahah lazimnya di lakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi
ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan
secara tangguh. Dengan menggunakan akad murabahah, bank dapat membiayai

nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.

’ Ridwan.M, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),(Yogyakarta;Ull press,2004),h 76



Allah Berfirman : Dalam ayat nya (Q.S.Al - Bagarah [2] : 275)°®
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Orang — orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa
mendapat peringatan dari tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada

Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka

kekal didalamnya. (Q.S.Al - Bagarah [2] : 275)

Khusus untuk modal usaha, akad yang digunakan adalah akad mudharabah.
Transaksi mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di
mana pemilik modal (shahibul maal) memepercayakan sejumlah modal kepada
pengelola (mudharib) dengan perjanjian pembagian keuntungan.®

Pembiayaan Mudharabah ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi
100% modal dari Bank selaku pemilik modal ( shahibul maal ) menyerahkan dana
kepada nasabah sebagai pengelola modal (mudarib), sebagai orang kepercayaan
mudharib selaku pengelola modal mudharib harus bertindak hati hati dan
bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah
ditentukan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh bank

sebagai pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian dari

nasabah sebagai pengelola modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh

% (Q.S.Al - Bagarah [2] : 275
° Wiroso, Jual Beli Murabahah, ,(jakarta;Pustaka Yustisia,2011), h.44



kelalaian nasabah sebagai pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh
nasabah sendiri. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa akad yang digunakan untuk
pelaksanaan pembiayaan modal usaha lebih cocok dengan akad mudharabah
seperti yang telah ditentukan dalam figih muamalah.*

Dalam prakteknya pelaksanaan kedua akad ini yaitu akad murabahah dan
akad mudharabah pada teori dan prakteknya masih banyak terjadi permasalahan
yang tidak sesuai dengan akad murabahah, yang di mana pelaksanaan akad
murabahah yang di laksanakan BMT wihdatul ummah sebagai penjual barang
kepada pembeli belum sesuai dengan teori yang ada pada akad murabahah, seperti
selaku nasabah tidak tepat waktu dalam membayar cicilan, dan pada akad
mudharabah juga masih banyak timbul permasalahan yang di mana di lakukan
oleh Pihak BMT vyaitu dengan meminta bentuk jaminan kepada pihak nasabah,
sehingga tidak sesuai dengan yang di atur pada DSN 04/DSN-MUI/IV/2000,
dalam kententuan Fatwa MUI tidak di perbolehkannya adanya jaminan dalam
pembiayaan mudahrabah walapun di katakan tidak boleh adanya jaminan dalam
pembiayaan mudaharabah akan tetapi itu tidak menjadikan bahwasanya meminta
jaminan itu di wajibkan, karena pada dasarnya tetap dalm mudaharabah itu adalah
suatu kepercayaan antara mudharib dan sahibul mall, dan mudharib selaku
pengelola modal, yang di mana pihak mudharib juga melakukan tidak menepati
janjianya dalam membayar cicilan dan tidak jujur dalam presentase pembagaian

keuntungan yang telah di sepakati sehingga telah melanggar ketentuan berakad

% Prof.Dr.H. Hendi Suhendi, Figih Muamalah hal 130
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sehingga menurut peneliti tidak seuai dengan teori yang ada pada akad
mudharabah.

Pada pembiayaan mudaharabah, ini yang di gunakan system yang digunakan
dalam BMT Whidatul Ummah ini adalah mudarabah mutlagah yang di mana
selaku shahibul mall memberikan kebebasan kepada mudaharib selaku pengelola
modal di berikan kebijakan secara luas dalam mengelola modal untuk
mengembangkan usahanya, namun dari pihak shibul mall selaku pemberi modal
(BMT) belum sanggup memberikan modal dalm jumlah besar, yang di mana
hanya maksimal sampai 20 juta, padahal Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)
di daerah plaosan kabupaten Magetan ini membutuhkan modal yang besar untuk
mengembangkan usahanya yang di mana rata ratanya membutuhkan modal 20 —
100 juta, sehingga pihak BMT Whidatul Ummah belum mampu untuk memenuhi
kebutuhan pelaku ukm di daerah Plaosan. sehingga BMT Whidatul Ummah belum
mampu untuk memberikan modal dalam jumlah yang besar, sehingga pelaku ukm
cenderung lebih memilih untuk meminjam di bank konvensional karena bisa
meminjam dalam jumlah yang besar. Dan pada kenyataanya pada model
pembiayaan murabahah dan mudaharabah ini belum bisa membantu atau
meringankan beban Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di desa tersebut. Dan
Pihak BMT meminta jaminan kepada nasabah yang hendak melakukan
pembiayaan mudharabah, padahal dalam Hukum islam tidak di perbolehkan
meminta jaminan pada akad pembiayaan Mudaharabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menurut penulis perlu adanya suatu

penelitian yang mendalam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu
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penelitian terhadap praktik akad murabahah dan mudaharabah pada BMT
Wihdatul Ummah di atas, dengan judul “Pembiayaan Murabahah Dan
Mudaharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menegah (UKM) Di Baitul Mal Wat
Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten

Magetan, Prespektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Dari urai latar belakang masalah di atas, muncul beberapa rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudaharabah Bagi Pelaku
Usaha Kecil Menegah (UKM) Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul
Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ?

2. Bagaimana Praktik Bagaimana Praktik Pembiayaan Murabahah Dan
Mudaharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menegah (UKM) Di Baitul Mal Wat
Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan

Kabupaten Magetan, Prespektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Untuk mengetahui praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudaharabah Bagi
Pelaku Usaha Kecil Menegah (UKM) Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
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Untuk mengetahui praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudaharabah Bagi
Pelaku Usaha Kecil Menegah (UKM) Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan

praktis berupa :

1.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharpkan dapat bermanfaat sebagai bahan
tambahan pengetahuan tentang pentingnya mengetahui praktik murabahah
dan mudaharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul ummah secara
benar dan sesuai Hukum Islam. Dan diharapakn kepada semua pihak dapat
dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak
yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu
memberikan pengetahuan kepada semua pihak bahwa pentingnya ber agad
jual beli dengan benar sesuai tuntunan Hukum Islam dan sesuai ketentuan
ketentuan yang telah di sepakati pada awal akad dan saling membantu tolong

- menolong terhadap sesama muslim yang sedang kesulitan.
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E. Definisi Oprasional

1.

BMT wihdatul ummah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang
berada di desa Plaosan Kota Magetan ia memiliki peran penting di tengah
masyarakat dalam kegiatannya BMT Wihdatul Ummah menekankan
pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dan akad mudaharabah.
Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah
keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai
pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah
keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu
pembayaran.

mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana
pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada
pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.*
Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari
(shahibul maal) dan keahlian dari (mudharib), supaya usaha dapat di
kembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan

ketentuan yang disepakati.

4. Menurut Hukum Islam dalam konsep mudharabah yang diatur dalam DSN

04/DSN-MUI/IV/2000, tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan
sebagaimana dalam akad syariah lainnya. Di antara fugaha yang berpendapat
demikian adalah Imam Syafi’l dan Imam Malik. Mereka berdua menyatakan

bahwa mudarabah yang seperti ini adalah mudharabah yang rusak. Imam

! Wawancara dengan Ketua BMT Whidatul Ummah Bpk Mohamad Sholeh
12 H.R.Daeng Naja ,Akad bank syariah , ,(Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011),Hal 52
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Malik memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan adanya agunan
tambahan pada perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut berarti
menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan mudharabah karena
mudharabah tersebut menjadi rusak. Imam Abu Hanifah menyamakan
mudharabah hal yang seperti ini dengan syarat yang rusak dalam jual beli.
Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi syaratnya
dibatalkan.

Agunan tambahan yang dijadikan jaminan ini berdasar pada
Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/1V/2000
Tentang Pembiayaan Mudharabah dinyatakan dalam poin 7 bahwa
pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan,
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga
Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak
ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama

dalam akad.*®

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu
sistem penulisan dalam suatu karangan ilmiah. Untuk memudahkan dalam

pemahaman materi, sistematika penulisan dibagi ke dalam lima bab dengan

 Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, him. 3
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beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai

berikut :

Bab I

Bab Il :

Pendahuluan

Pada bab ini membahas dan menguraikan latar belakang masalah,
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, penelitian
terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika
penulisan. Adapun manfaat dan tujuan dari bab ini yaitu sebagai
pengantar dari sebuah penelitian dan mengenalkan masalah dari

penelitian tersebut.

Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas dan menguraikan penelitian terdahulu dan
kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi
informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti - peneliti
sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun
masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan.
Adapun kerangka teori atau landasan teori berisi teori-teori atau
paparannya yang akan menjadi alat analisis penelitian. Adapun
manfaat dan tujuan dari bab ini yaitu untuk mengorganisasikan

penemuan-penemuan peneliti yang pernah dilakukan. Hal ini
penting karena pembaca akan dapat memahami mengapa masalah

atau tema diangkat dalam penelitiannya.
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Metode Penelitian

Pada bab ini membahas dan menguraikan dari jenis penelitian,
pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan
subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan
metode pengolahan data. Adapun manfaat dan tujuan dari bab ini
yaitu untuk mengetahui arti pentingnya riset, sehingga keputusan-
keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-

baiknya.

Bab IV : Paparan Data dan Pembahasan

Bab V :

Pada bab ini membahas dan menguraikan penelitian dan
perbandingan antara teori dan fakta. Adapun manfaat dan tujuan
dari bab ini yaitu untuk mengetahui atas permasalahan yang
diangkat dalam penelitian.

Penutup

Pada bab ini membahas dan menguraikan kesimpulan yang diambil
dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini dan juga
memuat saran-saran dari fakultas, masyarakat, ataupun akademisi
secara umum. Adapun manfaat dan tujuan dari bab ini yaitu untuk
mengetahui isi dari penelitian secara singkat dan memudahkan

pembaca.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membutuhkan
penelusuran pustaka yang relavan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sangat perlu pembandingan penelitaian karya ilmiah yang berhubungan dengan

penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan menambah refernsi bagi peneliti.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian

antara lain :

1. Penelitian pertama yaitu skripsi yang disusun oleh Ulyana Masykurin

Berjudul "Murabahah Antara Teori Dan Praktik Pada PT.Bank Syariah
Mandiri Kota Malang" Metode penelitian menggunakan jenis penelitian
yuridis empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat
deskriptif, lokasi penelitian di bank syariah Mandiri Cabang Malang, sumber
data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, dan data
tersiar, metode pemgumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi,
metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga
metode analisis data.™*

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa sistem yang digunakan

Bank Syariah Mandiri mengunakan dua model murabahah. Pertama,

' skripsi Ulya Maskurin, Murabahah: Antara Teori Dan Praktik pada PT.Bank Syariah Mandiri
Kota Malang, Skripsi(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2012)

17
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memosisikan bank sebagai penjual murabahah dengan terlebih dahulu
membeli barang.” Kedua, nasabah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai
pembeli bank juga pembeli dari supplier. Sedangkan pada pelaksanaan
murabahah pada model pertama ialah akad murabahah, sedangkan model
kedua terdapat dua akad yaitu akad murabahah yang dilakukan melalui akad
wakalah. Sehingga secara teori dan praktik pelaksanaan murabahah pada PT.
Bank Syariah Mandiri Kota Malang belum semua sesuai dengan ketentuan
fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah yang menjadi pedoman dasar hukum bagi setiap bank syariah.
Persamaan, sama-sama membahas tentang praktek murabahah di lembaga
keuangan. Perbedaan: penelitian tersebut hanya membahas tentang praktek
murabahah, sedangkan penelitian ini  membahas tentang kontribusi
murabahah dan mudaharabah terhadap pelaku ukm, di samping itu lokasi
penelitian juga berbeda.

2. Penelitian kedua yaitu skripsi yang disusun oleh Muchamad Hariyadi

Berjudul "Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah Perspektif
Figih Madzhab Syafi.®® Metode penelitian menggunakan jenis penelitian
empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif,
lokasi penelitian di PT Pegadaian Cabang syariah Mayjen Sungkono
Surabaya, sumber data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data

sekunder, teknik pegumpulan data dengan wawancara, observasi dan

'® Muchamad Hariyadi, Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah Prespektif Figih
Madzhab Syafi’i, Skripsi (malang:UIN Maulana Malik ibrahim Malang,2013)
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dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data
dan juga metode analisis data.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa jual beli emas dengan
pembiayaan MULIA pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Mayjen Sungkono
Surabaya belum seutuhnya sesuai dengan padangan figh madzhab Syafi'i. Hal
ini berkenaan dengan akad rahn yang diterapkan, bahwa barang yang
dijadikan jaminan gadai adalah emas batangan dari pembiayaan murabahah
dengan hak nasabah belum sepenuhnya. Persamaan, sama-sama membahas
tentang praktek murabahah di lembaga keuangan. Perbedaan penelitian
tersebut hanya membahas tentang praktek jual beli emas dengan pembiayaan
murabahah, sedangkan penelitian ini  membahas tentang kontribusi
murabahah dan mudaharabah terhadap pelaku ukm, di samping itu lokasi
penelitian juga berbeda

3. Penelitian ketiga yaitu skripsi yang disusun oleh Amri Dziki Fadholi

Mahasiswa dari universitas muhammadiyah surakarta yang berjudul
"Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah”.'” Metode penelitian menggunakan jenis
penelitian empiris, pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat
deskriptif, lokasi penelitian di Bank Umum Syariah daerah surakarta, sumber
data dalam penelitiaan menggunakan data primer, data sekunder, teknik

pegumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, metode

Y Amri Dziki Fadholi, Jual Beli Emas Dengan Pembiayaan Murabahah,Musyarakah,Dan
Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Skripsi (Surakarta:UNM Maulana
Surakarta,2015)
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pengecekan keabsahan data, metode pengolahan data dan juga metode
analisis data.

Penelitian ini memberikan kesimpulan pengaruh pembiayaan murabahah,
musyarakah dan mudharabah terhadap retrun on assets bank umum syariah di
indonesia dari sisi pembiayaan murabahah, musyarakah tidak berpengaruh
terhadap profit bank umum syariah. Persamaan, sama-sama membahas
tentang praktek murabahah, mudharabah di lembaga keuangan. Perbedaan:
penelitian tersebut hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan
murabahah, musyarakah, dan mudharabah untuk bank umum syariah
sedangkan penelitian ini membahas tentang kontribusi murabahah dan
mudaharabah terhadap pelaku ukm, di samping itu lokasi penelitian juga
berbeda.

4. Penelitian ke empat yaitu skripsi yang disusun oleh Maghfur Wahid

Mahasiswa dari universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul
Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan
Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa Dsn No. 07 Dsn/Mui/lv/Tahun 2000
Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo
Kendal).®® Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris,
pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi
penelitian di BMT Bismillah Sukorejo Kendal, sumber data dalam penelitiaan

menggunakan data primer, data sekunder, teknik pegumpulan data dengan

' Skripsi Maghfur Wahid Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan
Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa Dsn No. 07 Dsn/Mui/lv/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)
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wawancara, observasi dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data,
metode pengolahan data dan juga metode analisis data.

Penelitian ini memberikan kesimpulan Pelaksanaan akad pembiayaan
mudharabah vyang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo dengan
anggota/nasabahnya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah dan fatwa
DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah, karena ada
beberapa penyimpangan. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara
perhitungan bagi hasil, pembayaran dan tidak adanya penanggungan resiko
bersama.

5. Penelitian ke Lima yaitu skripsi yang disusun oleh Kurnia Kusmiyati

Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad
Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di bank syariah cabang
Yogyakarta)”.lg Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris,
pendekatan penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi
penelitian di Bank Umum Syariah, sumber data dalam penelitiaan
menggunakan data primer, data sekunder, teknik pegumpulan data dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data,
metode pengolahan data dan juga metode analisis data.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa konsep jaminan dalam akad
pembiayaan mudharabah di PT.bank BNI syariah sudah sesuai dengan prinsip
syariah, namun yang menyalahi aturan adalah nasabah yang tidak

menyepakati kontrak.

' skripsi yang disusun oleh Kurnia Kusmiyati Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan

Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di bank syariah cabang
Yogyakarta)”.
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6. Penelitian ke enam yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Maulana

Judul Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di
Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudarabah).
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan
penelitian dengan kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian di
Bank Umum Syariah, sumber data dalam penelitiaan menggunakan data
primer, data sekunder, teknik pegumpulan data dengan wawancara,
observasi dan dokumentasi, metode pengecekan keabsahan data, metode
pengolahan data dan juga metode analisis data.

Penelitian ini memberikan kesimpulan Kehadiran sistem keamanan
dalam teori musyarakah dan mudarabah tidak berarti untuk melarang
penggunaan jaminan, karena penggunaan kontrak musyarakah dan
mudarabah dalam perspektif fikin muamalat masih dilakukan atas dasar
kepercayaan pribadi antara para pihak. Adanya jaminan dalam kontrak
mudarabah dan musyarakah adalah upaya yang baik untuk
mempromosikan langkah-langkah pencegahan menggunakan pola sadd al-
dzariah sehingga dana dari kreditor yang harus dilindungi sesuai dengan

konsep magasid syari‘ah pada tingkat dharury. 2°

%% skripsi yang disusun oleh Muhammad Maulana Judul Jaminan Dalam Pembiayaan Pada
Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudarabah)



Perbandingan penelitian terdahulu

Tabel 2.1
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No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Peneliti

01 | Ulyana Murabahah Sama-sama membahas | Penelitian tersebut hanya
Masykurin | Antara Teori Dan | tentang praktek murabahah | membahas tentang praktek
(08220050) | Praktik Pada | di lembaga keuangan. murabahah, sedangkan
Jurusan PT.Bank Syariah penelitian  ini membahah
Hukum Mandiri Kota tentang kontribusi
Bisnis Malang murabahah dan
Syariah, mudaharabah terhadap
UIN pelaku ukm, di samping itu
Malang lokasi  penelitian  juga
2012. berbeda

02 | Muchamad | Jual Beli Emas | Sama-sama membahas | Penelitian tersebut hanya
Hariyadi Dengan tentang praktek murabahah | membahas tentang praktek
(09220040) | Pembiayaan di lembaga keuangan. jual  beli emas dengan
Jurusan Murabahah pembiayaan murabahah ,
Hukum Perspektif  Figih sedangkan penelitian ini
Bisnis Madzhab Syafi membahas tentang
Syariah, pembiayaan murabahah dan
Uin mudaharabah Bagi pelaku
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Malang, pelaku ukm, di samping itu
2013 lokasi  penelitian  juga
berbeda
03 | Amri Dziki | Pengaruh Sama-sama membahas Penelitian tersebut
Fadholi Pembiayaan tentang praktek murabahah, | membahas tentang
Murabahah, mudharabah di  lembaga | pengaruh pembiayaan
Musyarakah Dan | keuangan. murabahah, musyarakah,
Mudharabah dan mudharabah Terhadap
Terhadap Profitabilitas bank umum
Profitabilitas syariah sedangkan
Bank Umum penelitian ini  membahas
Syariah tentang
Pembiayaan murabahah dan
mudaharabah terhadap
pelaku ukm, di samping itu
lokasi penelitian juga
berbeda
04 | Maghfur Analisis Hukum | Sama-sama membahas Penelitian tersebut
Wahid Islam  Terhadap | tentang praktek, mudharabah | membahas tentang jaminan
Jaminan Pada Pada Akad Pembiayaan

Akad Pembiayaan

Mudharabah

Mudharabah sedagkan

penelitian ini  membahas
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(Studi  Penerapan

Fatwa Dsn No. 07

tentang praktik pembiayaan

murabahah dan

Dsn/Mui/lv/Tahun mudaharabah bagi pelaku
2000 Tentang Usaha  Kecil Menegah
Pembiayaan prespektif hukum islam,
Mudharabah dan tempat penelitian juga
(Qiradh) di BMT berbeda.
Bismillah
Sukorejo
05 | Kurnia Tinjauan Hukum | Sama sama mebahas tentang | Penelitian tersebut
Kusmiyati | Islam mudharabah , membahas tentang jaminan
Tentang akad pembiayaan
Penerapan mudharabah, sedangkan
Jaminan  Dalam penelitian ini  membahas
Akad Pembiayaan tentang praktik pembiayaan
Mudharabah murabahah dan
(Studi  Kasus di mudaharabah bagi pelaku
bank Usaha  Kecil  Menegah
syariah cabang prespektif  hukum islam,
Yogyakarta)” dan tempat penelitian juga
berbeda.
06 | Muhammad | Judul Jaminan | Sama sama  membahas | Penelitian tersebut
Maulana Dalam tentang mudaharabah  di | membahas pembiayaan
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Pembiayaan Pada
Perbankan
Syariah Di
Indonesia
(Analisis Jaminan
Pembiayaan
Musyarakah Dan

Mudarabah),

lembaga keuangan

musyarakah dan
mudharabah sedangkan
penelitian ini  membahas
tentang praktik pembiayaan
murabahah dan
mudaharabah bagi pelaku
Usaha  Kecil Menegah
prespektif hukum islam,

dan tempat penelitian juga

berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai

“Pembiayaan Murabahah dan Mudaharabah Bagi Pelaku usaha kecil menengah

(UKM Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan

Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Prespektif Hukum Islam”. Belum pernah

diteliti sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehinggga

penelitian ini perlu untuk dilakukan dan diteliti.
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B. Kragka Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Murabahah
a. Definisi Murabahah

Secara hahasa, murabahah berasal dari kata riba yang bermakna tumbuh dan
berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep murabahah terdapat
berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama.
Diantaranya, menurut Utsmani, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli
yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-
biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian)
dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah
keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai
pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.
Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga
jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat
berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik perbankan, murabahah lazimnya
dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan
segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. Dengan
menggunakan fasilitas murabahah, bank dapat membiayai nasabahnya untuk
keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.

Bagi nasabah, akad murabahah merupakan model pembiayaan alternatif

dalam pengandaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan murabahah,

' H.R.Daeng Naja ,Akad bank syariah , ,(Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011),Hal 44
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nasabah akan mendapat kemudahan mengansur pembayaran dengan jumlah yang
sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Bagi bank syariah,
pembiayaan murabahah merupakan akad penyaluran dan yang cepat serta mudah.
Melalui murabahah, bank syariah akan mendapat profit berapa margin dari selisih
pembelian dan penjualan.?

Murabahah merupakan salah satu jenis dari bentuk jual beli amanah atau
kepercayaan. Secara etimologi kata murabahah berasal dari kata ribhu yang
memiliki arti lebih atau pertambahan. Dengan kata lain ribhu bisa diartikan
sebagai keuntungan. Kata ribhu yang berati keuntungan dapat kita temukan dalam

al-quran surat Al-Bagarah ayat 16 :*

> fF o r k& },i/.’/’t
Gl 1915 3 4o S Leb sl Boall 13523 Gl Gy

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah
beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa kesesatan mereka merupakan bagian
dari sifat-sifatnya yang telah merasuki jiwanya. Mereka itulah yang membeli
kesesatan dengan penjual, yakni meninggalkan fitnah keberagamaan dan
menggantikanya dengan kekufuran. Maka berati tidak beruntung perniagaan yang
dilakukan mereka, karena sebelum kerugian datang merka termasuk orang-orang
yang mendapat petunjuk dalam perdagangannya, kemudian mereka tidak

mempersiapkan diri untuk menerima dan memanfaatkan petunjuk tersebut.*

22 prof.Dr.H. Hendi Suhendi,( Figih Muamalah) h 136
2 (Q.S.Al -Bagarah ) [2] : 16
24 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah,(Jakarta;Lentera Hati,2002),h 111-112
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b. Dasar hukum Murabahah
Murabahah termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat islam. Mayoritas
ulama, dari kalangan para sahabat, tabi’in dan para imam madzhab, juga
membolehkan jual beli jenis ini.*> Hal ini berdasarkan pada dalam al-Qur’an dan

as-Sunah yang memperbolehkan transaksi jual beli murabahah, yaitu :

1) Al-Qur’an

Dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

i ¥ © K P S By B85 51 ) Yl 85 (St 18T o 15T ;.,.33\ @y
Uy ¢.§a S Al u\ M\

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.?®

Ada pun dibolehkanya jual beli murabahah ada dalam surat al-Bagarah ayat 275

yang berbunyi :¥

b‘“ ] \,St.e ré”“ q&: 3 2l e SSE) i «545\ (’3’-’ \.os‘s\ Opes ¥ G g,,\{u J.U\
A.U\ J\ Of\jubbwe@.u\@b)ww?é;bdd bJJ\ efjc..ﬂ Aﬂ\‘}r\j bJJ\J..a
Ogll 1gd ob )\.J\ ool J.Jju 38 44y

Orang — orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena
mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat
peringatan dari tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

2> Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantagan dan Prospek, (Jakarta:
Alvabet, 1999),Hal. 200

2 (Qs.An-Nisa) (4):29)

7 (QS.Al-Bagarah) (2):275
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dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa
mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S.Al -
Bagarah [2] : 275).

2) As-Sunnah

Dalam as-sunah dari Imam bukhari nomor 1965, yang berbunyi :

I 25 38 i 18 0 Edes 06 s 5 5 S B kg s 63 Bl 635
fo 855 51 B o G g 8 ey ol &y 06 Glog wle Al Jo o o g
irlo B3lb Aima Gk (g0 13) 168 1 O3 a36 J6 g
Telah menceritakan kepada kami Shadagah telah mengabarkan kepada kami
Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku
mendengar Nafi' dari Ibnu ‘Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda:?® "Dua orang yang melakukan jual beli boleh
melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam
jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar
(terjadi dengan pilihan) ". Nabi' berkata: "Adalah Ibnu ‘Umar radliallahu
‘anhuma bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli

bila sudah berpisah dari penjualnya™.

c. Rukun murabahah

Rukun jual-beli menurut madzahb Hanafi adalah ijab dan qabul yang
menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan seling memberi yang menempati
kedudukan ijab dan gabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan

pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta

milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.*
Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun dalam jual-beli, yaitu:

1) Orang yang menjual,

2) Orang yang membeli,

?® Imam Bukhari nomor 1965,, (Berikut:Dari Al- Ma’rifah), Hal.29
% Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h 40
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3) Shighat, dan
4) Barang atau sesuatu yang diadakan. Keempat rukun ini disepakati dalam

setiap jenis akad.

Rukun murabahah menurut Jumhur Ulama selain madzhab Hanafi ada tiga yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli),
2. Barang Yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), dan

3. Shighot {ijab dan gabul),

Rukun murabahah ada lima, yaitu:

1. Penjual (ba ')
2. Pembeli (musytari)
3. Barang/Obyek (nabi)
4. Harga (fsaman)
5. ljab ésn. gabul (sighat)
d. Syarat-Syarat Murabahah
Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat, yaitu:
1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
2) Mengetahui besarnya keuntungan
3) Modal hendaklah komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti
benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
4) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut

terhadap harga pertama.®

** Dr.H.Hendi Suhendi, Figih Muamalah hal 135
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5) Transaksi pertama harus sah secara syara.

e. Manfaat dan Resiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi murabahah memiliki beberapa
manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi, Murabahah memberikan
banyak manfaat kepada bank syariah- Salah satunya adalah keuntungan yang
muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan

penanganan administrasinya di bank syariah. **

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1) Default atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik
setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga
jual beli tersebut.

3) Penolakan nasabah barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena
berbagai sebab. Bisajadi karna rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak
mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi.
Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda
dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangi kontrak pembelian dengan
penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank

mempunyai resiko untuk menjual kepada pihak lain.

*! Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h 70
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4) Dijual karena murabahah bersifat jual beli dengan uang, maka ketika kontrak
ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan
apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika

terjadi demikian resiko untuk default akan besar.

Skema 2.1%*

1.Negosiasi

2. Akad jual beli

BANK ] ) 1 L NASABAH ]
6. bayar 5.terima Barang
Suplier
) dan dokumen
Penjual
3.beli barang 4.Kirim
> —

1. Tinjauan Umum Tentang Mudharabah
a. Definisi Mudharabah
Secara etimologi kata mudharabah berasal dari kata dharb. Dalam bahasa
arab kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti, diantaranya
adalah memukul, mengalir bergabung, menghindar. Berjalan di muka bumi ini
pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang

atau berjihad di jalan Allah, Transaksi mudharabah adalah bentuk kerja sama

2 Brosur BMT Whidatul Ummah
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antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal)
mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu
perjanjian pembagian keuntungan.®®* Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan
kontribusi 100% modal dari (shahibul maal) dan keahlian dari (mudharib),
supaya usaha dapat di kembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara
keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Sementara imam syafi’i mendefiniskan mudaharabah bahwasanya pemilik
modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk di jalankan
kedalam suatu usaha dagang, dengan keuntungan menjadi milik bersama antara
keduanya. Adapun makna termologi dalam Figih muamalah, mudarabah di
ungkap secara bermaca-macam oleh beberapa ulama mazhab: Imam
Hanafi mendefinisikan, suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan
dengan modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain. *

Adapun ayat Allah yang membolehkanya Mudharabah dalam Qur’an surat

Anisa ayat 29:

1565 55 © 8 i3 1 s 585 51 9y oy 140 1401 I8 3 1 ol it o
W) p-i’ 5 Al u\ & Pt <]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama - suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh diri mu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.®

* H.R.Daeng Naja ,Akad Bank Syariah , ,(Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011),Hal 52
3 Muhammad, Konruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, (Yogyakarta ;BPFE 2005,) h 47
* (Qs.An-Nisa (4):29)
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b. Hikmah Di Syariatkanya Mudharabah

Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan
orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu
mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki kemampuan untuk
mengelola dan mengambangkanya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini
agar bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal
memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola) dan kemudian memanfaatkan
harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak
mensyariatkan satu akad kecuali untuk memwujudkan kemaslahatan dan

menolak kerusakan.*

Allah SWT berfirman dalam ayat nya (Q.S.Al-Maidah ayat 5):

i S 5T g oA g Codgh g pradt 5 g Al Bk 19l o 18T Gl T
A IR U Y T Pl T b T A PR AP A R R L N PLP
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Artinya : “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan
takwa, dan jangan tolong — menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,
dan bertagwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat
siksanya.” (Q.S.Al-Maidah [5]:2)*

** Muhammad Wasito Abu Fawaz, “Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar’i )
https://abufawaz,wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-
syar’i di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38

% (Qs.Al-Maidah (5):2
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¢. Dasar Hukum Mudharabah
1. Al Qur’an

(Qs. Al-bagarah ayat 283)

T A S IR T SNSRI I AT DUNIT S SO SRR RIS SIS PURPTY o
Grod ol 35215 Uty (SCakg Gl OB 0 Ko gids Db S 15 o5 i o 2ES° Dy
< 4 ez 5% & 3306 v 865 o8 o S o & 220 1 & sg. 8 a4 8.2 %
ke Oglass Ly dllig 5 AU 5T B AT 2a 5 Bagad 154355 Y3 o &y 1 g5 A5G
Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa
yang menyembunyikan nya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (Qs. Al-bagarah ayat 283)*

2. Al Hadits

Hadits Nasai Nomor 3867 *

sdis N1 ks Mot 61 36 03 251 W3 J6 sy G 06 55155 23 gpae Gy
lath g B i ol g o391 2 el Bgtiadl Jus 2 e 1 et O
g.,..é.g@g&}ﬁi‘&ﬁ*ﬁ@;bﬁ@i@?&%‘59;’:?5@33\39;3%3gu;p
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Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami ‘Amru bin Zurarah telah
memberitakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami
Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti
harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham
harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak
untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah

% (Qs. Al-bagarah ayat 283;(1)
% Hadits Nasai Nomor 3867
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maka tak layak pula untuk tanahku.Dia memandang tidak mengapa
jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar
dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang
yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya
sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah.

Hadits Nasai Nomor 3874
u.ms.\ulsmﬂah\(ddl&musuy\&dm\haudl&aJ\Jijﬁhp|
JHMJJLFJMML’S&&mthmﬂdlﬁmJULSuaﬁm‘i\‘_\Jw\u.‘n
dalahﬂhw‘ﬁbwladau\u\&mdw\uaw
Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami ['Amru bin Zurarah] telah
menceritakan kepada kami [Isma'il] dari [Ayyub] dari [Muhammad],
dia berkata; "Aku tidak tahu bahwa [Syuraih] memutuskan mengenai
seseorang yang melakukan mudharabah kecuali dengan dua
keputusan, suatu ketika dia mengatakan kepada pelaksana
mudharabah;*® “Berikanlah buktimu terhadap musibah yang
dengannya engkau mendapatkan udzur”, atau suatu ketika dia
mengatakan kepada pemilik harta; "Berikan buktimu bahwa orang
kepercayaanmu adalah orang yang berkhianat, jika tidak maka dia
bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengkhianatimu."

d. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Mudharabah Muthlagah (Mudharabah secara mutlak/bebas). Maksudnya
adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal
yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis
usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan figih ulama salafus
sholih seringkah dicontohkan dengan ungkapan if al ma syi’ta
(lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal

yang memberi kekuasaan sangat besar.

% Hadits Nasai Nomor 3874
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2. Mudharabah Mugayyadah (Mudharabah terikat), Jenis ini adalah
kebalikan dari mudharabah muthlagah. Yakni pengelola modal dibatasi
dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal

sesuai dengan kehendak pemilik modal.

e. Rukun Mudharabah
Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa Mudharabah memiliki lima rukun
yaitu :
1. Modal
2. Jenis usaha
3. Keuntungan
4. Shinghot (pelafalan transaksi)

5. Dua pelaku transaksi; yaitu pemilik modal dan pengelola. **

f. Syarat Mudharabah
Syarat — syarat mudharabah ialah :
1. Penyedia dana(shaibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap
hukum.
2. Pernyataan ijab gabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukan
kehendak mereka dalam mengandakan kontrak (akad) dengan

memperhatikan hal-hal berikut :

* Muhammad Wasito Abu Fawaz, “Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar’i )
https://abufawaz,wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar’i
di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38
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a. Penawaran dan penerimaan harus benar menunjukan tujuan kontrak
(akad).

b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak

c. Alad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan
menggunakan cara cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana
kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai
berikut:

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada
waktu akad.

c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada
mudharib (pengelola modal) baik secara bertahap maupun tidak,
sesuai dengan kespakatan dalam akad

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan
dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan
hanya untuk satu pihak.*

b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui

dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam

* Muhammad Wasito Abu Fawaz, “Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar’i )
https://abufawaz,wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar’i
di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38
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bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah,
dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun dari
kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegitan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal
yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal
berikut:

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusig pengelola (mudharib), tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk
melakukan pengawasan

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempi tindakan pengelola
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan
mudharabah yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam
tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.*

g. Penanggung Jawab Terhadap Resiko Mudharabah
Dalam penerapan sistem mudharabah, tidak ada sesuatu ketentuan

mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanaman

* Muhammad Wasito Abu Fawaz, “Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar’i )
https://abufawaz,wordpress.com/2012/11/02/mengenal -konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar’i
di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38
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modal, karena jaminan dalam sistem mudharabah ditetapkan dalam bentuk
kepercayaan.

Jika terjadi suatu musibah yang menimpa terhadap barang sebagai
modal yang diserahkan kepada si pelaksana, sedangkan penanaman modal
(investor) tidak mempercayai atas pernyataan-pernyataan yang di
kemukakan dari si pelaksana, maka untuk menyakinkannya, pihak investor
bolen meminta kepada si pelaksana untuk bersumpah, sehingga pihak
investor merasa yakin atau pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh
si pelaksana- Adapun bentuk jaminan pada kredit produktif, bisa barang
bergerak atau berupa barang tidak bergerak. Dengan demikian dapatlah
diketahui, bahwa bank atau lembaga lainnya dalam memberikan kreditnya
harus secara mutlak ada jaminan, namun jaminan tersebut dapat juga berupa
kepercayaan. Pada dasarnya jaminan itu merupakan alat yang berupa barang
untuk dipercayai oleh investor dalam meminjam uang, kemudian bila tidak
dengan alat kepercayaan. Dalam mudharabah pihak yang menanggung

resiko adalah penanam modal sendiri. *

h. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah
Adapun hal yang membatalkan mudharabah yaitu:
1. Pembatalan larangan tassaruf dan pemecatan
Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak,

dihentikan kegiatannya atau diberhentikan oleh pihak pemilik modal.

* Sharani Sohari, Abdullah Ru’fah, Figih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 191-192
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Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan

tersebut, yaitu:

a) Pihak yang bersangkutan {mudharib) mengetahui pembatalan
dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila mudharib tidak tahu
tentang pembatalan dan pemecatannya lalu ia melakukan tassaruf
maka tassarufnya hukumnya sah.

b) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau
pemecatan tersebut modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas
ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama
antara pemilik modal dan mudharib. Apabila modal masih berbentuk

baramg maka pemberhentian hukumnya tidak sah. ©

2. Meninggalnya salah satu pihak

Apabila salah satu pihak pemilik modal maupun mudharib
meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, mudharabah menjadi
batal. Karena dalam mudharabah terkandung unsur wakalah dan
wakalah batal karena meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakil.
Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah mudharib mudharabah tidak
batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
Apabila yang meninggal itu mudharib maka ahli warisnya bisa
menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya jika mereka itu

orang yang dapat dipercaya.

* Sharani Sohari, Abdullah Ru‘feh, Figih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 200-201
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3. Salah satu pihak terserang penyakit gila
Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah. apabila salah satu pihak
terserang penyakit gila yang terus-menerus maka mudharabah menjadi

batal Karena gila itu menghilangkan kecakapan (ahliyah).

4. Pemilik modal murtad
Apabila pemilik modal murtad lalu ia meninggal atau dihukum
mati karena riddah atau ia berpindah ke negeri bukan islam (daral-harb)
maka mudharabah menjadi batal semenjak hari ia keluar dari islam
menurut Abu Hanifah. Tetapi apabila mudharib yang murtad maka akad

mudharabah tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (ahliyah).

5. Tidak terpeniihinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah

Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedangkan
modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka
pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah karena
tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak
menerima upah. Jika terdapat keuntungan maka keuntungan tersebut
menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagi
buruh yang berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab apapun

kecuali atas kelalaiannya. *

*® Sharani Sohari, Abdullah Ru'feh, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 201-202
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6. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya
Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai
pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang pengelola modal
bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab

kerugian.”’

*7 Sharani Sohari, Abdullah Ru'feh, Figih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 202



BAB IlI

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum
empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis
dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan
bekerjanya hukum dalam masyarakat Penelitian empiris seringkah disebut
sebagai field research (penelitian lapangan).”® Adapun yang menjadi obyek
penelitian adalah Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Bagi Pelaku
Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Wihdatul

Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konseptual
dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum islam yang ada. Hal itu
dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah

yang dihadapi.®

*® Sogono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul-Press, 1996), h. 5
* salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20
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3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di BMT Whidatul Ummah dan di para pelaku Usaha
Kecil Menegah (UKM) Di Desa Palosan Kecamatan Plaosan Kabupaten

Magetan.

4. Jenis dan Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian hukum empris
berasal dari data lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:*
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung
(dept interview) dengan responden, Adapun data primer yang digunakan
dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Pengurus di BMT
Whidatul Ummah dan masyarakat di sekitar selaku pelaku UKM.*
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan
disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari
subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang
terkait, Adapun data sekunder yang digunakan berupa Analisis berwawanca

atau menanyai langsung kepada Pengurus BMT dan pelaku Usaha Kecil

%0 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 177.
5! Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif
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Menegah (UKM) masyarakat sekitar dan menyamakan dengan realita yg
ada, sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam atau belum.
c. Data Tersier
Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang

memuat informasi yang relevan. Seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi,
wawancara dan dokumentasi.”> Adapun metode wawancara yang digunakan
adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman
yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyatakan terkait
dengan obyek yang diteliti.*® Yang menjadi informan dalam wawancara ini
adalah pengurus BMT Whidatul Ummah dan masyarakat selaku pelaku Usaha
Kecil Menegah (UKM) di sekitar desa Plaosan Kabupaten Magetan, menurut
Badan Pusat Statistik Kabupaten magetan terdapat Pelaku Usaha Kecil
Menegah (UKM) yang berjumlah 571 yang terdaftar, menjadi Pelaku Usaha
Kecil Menegah (UKM) dan terdapat berbagai obyek wisata tersebar di wilayah
ini. Kabupaten Magetan adalah yang mayoritas penduduknya bermata
pencaharian petani ini, mempunyai potensi besar bagi pengembangan UKM.

Menurut data Dinas Koperasi dan PKM Jawa Timur (2016), UKM yang ada di

>2 Sogono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul-Press, 1996), h. 12

>% Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai
dengan atau tanpa mengunakan pedoman wawancara. Lihat Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian
sosial (surabaya :Airlangga University Press, 2001), H 133
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Kabupaten Magetan antara lain sentra penyamakan kulit, kerajinan Kkulit,
perkebunan jeruk Pamelo, kerajinan anyaman bambu, makanan khas, genteng
dan juga sentra logam, pengusaha Batik, Pengusaha Sepatu, Pengusaha
Janggelan, Pengusaha Mangming, Pengusaha Roti Bolu, Pengusaha walangan,

Pengusaha Pakaian, pengusaha Villa, dan pengusaha speed boat dil.**

6. Metode Pengolahan Data
Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya,
maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data.”> Untuk menghindari agar
tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti
dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:
a. Pemeriksaan data (editing)
Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah di
peroleh terutama dari kelengkapan, kerjelasan makna, kesesuaian serta
relevansinya dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data
tersebut sudah mencakupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti
termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian

serta untuk meningkatkan kualitas data.*®

>* Badan Pusat Stastistik Kabupaten Magetan. https ://magetankab.bps.go.id/BRS/view/id/19 , di
askes pada 6 juli 2017.pukul 8.50

% Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, h, 230-231
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b. Klasifikasi (classifying)
Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada
responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari
observasi. Klasifikasi ini digunakaan untuk menandai jawaban-jawaban
dari responden karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau
berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang
diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.”’

c. Verifikasi (verifying)
Verivikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin
validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara
menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara
dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang
diinformasikan olehnya atau tidak.*®

d. Analisis Data (analyzing)
Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif
kualitatif, yaitu analisis yang mengagambarkan kaadaan atau status
fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut

kategorinya untuk mememperoleh kesimpulan.

>’ Lexy J. Mochong, Metodologi Penelitian kualitatif edisi revisi (bandung: pt raja rosdakarya,
2011)h. 186

*® Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
Lihat Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal.
70.
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Kesimpulan (concluding)
Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun
yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari

data-data yang diperoleh setelah melakukan anaslisa untuk memperoleh

jawaban kepada pembaca.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1.

Sejarah Pendirian

BMT "Wihdatul Ummah" telah dirintis sejak tahun 1998 dengan maksud
memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan permodalan khususnya untuk
usaha mikro. Seiring dengan jalannya waktu, maka pada tanggal 2 September
1999 BMT "Wihdatul Ummah" telah diakui sebagai suatu lembaga keuangan
syari'ah yang berbadan hukum dengan nomor; 130 / BH / KDK /13.24 /| K
/1999. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia No. 91 / M.KUKM / IX / 2004 tentang
petunjuk pelaksanaan kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, maka BMT
"Wihdatul Ummah™ akan berupaya maksimal untuk mengembangkan usaha -
usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil (syari‘ah) sehingga
dapat meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dalam rangka upaya
pengentasan kemiskinan.*

Kegiatan BMT "Wihdatul Ummah" meliputi 2 hal : Pertama, sebagai
Baitul Maal yaitu menerima titipan ZIS (Zakat, Infag dan Shadagah) dan
menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua, sebagai Baitul
Tamwil yaitu mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro seperti mendorong

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

> Brosur BMT wihdatul ummah
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BMT wihdatul ummah merupakan lembaga keuangan mikro syariah
yang berada di desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kota Magetan ia memiliki
peran penting di tengah masyarakat dalam kegiatannya BMT Wihdatul
Ummah menekankan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dan
akad mudaharabah yang digunakan oleh BMT tidak hanya untuk pembiayaan
konsumtif akan tetapi juga dapat digunakan untuk pembiayaan produktif
BMT wihdatul ummah merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan
hukum koperasi yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah
Sebagai lembaga keuangan mikro yang relatif baru di Indonesia, BMT
mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan

berlandaskan syariah.

a. Nilai Dasar BMT

Dengan keyakinan dasar untuk memberikan pelayanan yang optimal dan
memuaskan sesuai dengan prinsip syari‘ah, BMT "Wihdatul mempunyai nilai
dasar untuk senantiasa: 1. Menjaga kepercayaan (amanah), 2.Melayani
dengan kerendahan hati, 3.Memudahkan, 4.Bersikap adil, 5.Transparan,
6.Semangat memberikan pelayanan terbaik, 7.Menghargai kreatifitas dan

kerja keras.*®

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip utama BMT "Wihdatul Ummah" sebagai lembaga keuangan

syari'ah adalah pada Tata cara / ketentuan pemberian imbalan yang dilakukan

% Brosur BMT wihdatul ummah
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dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian, realisasi imbalan yang diterima
nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari Pedapat yang
dilakukan BMT pada bulan yang bersangkutan dan tiada seorang pun yang

dapat memastikan apa yang akan ia hasilkan esok hari "(QS.Lugman:34).

2. Visi dan Misi
a. Visi
Terwujudnya suatu lembaga keuangan syari’ah yga yang mandiri dan
tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ukhuwah
islamiyah guna menciptakan kekuatan ekonomi ummat.
b. Misi
» Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat untuk dapat
bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun
ekonomi ummat.
« Membantu usaha-usaha mikro yang produktif dalam mobilisasi
permodalan.
« Menerapkan prinsip-prinsip syari‘ah dalam kegiatan ekonomi,
memberdayakan usaha mikro serta membina kepedulian kaum Aghnia
kepada kaum Dhuafa / Mustadh'afin secara terpola dan

berkesinambungan.®

® Brosur BMT wihdatul ummah



3. Struktur Pengurusan®

Tabel 4.1
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Struktur pengurus koprasi Baitul mal wa’tamwil

whidatul ummah

KETUA

SEKERTARIS

BENDAHARA

PENGAWAS

KARIYAWAN

: Mohammad Soleh

: Susanto

: Edi Susanto

. Bambang Sarmono

: Miswanto

%2 Brosur BMT wihdatul ummah

PENGAWAS
. SYARIAH
Manager KETUA
SEKERTARIS BENDAHARA
ANGGOTA
KOPRASI
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Tahap Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ®

Tabel 4.2
-
Pemarakarsa & Sosialisasi Tokmas, aghnia , P3B — panitia Penyiapan
pendamping _— pokusma pendirian BMT

v J v

Sertifikat %[ Pengurus ][ Dukungan }[Modal Perangsang]

Kemitraan Terbentuk Pendiri
PINBUK \L |
X i
Sarana Dan Calon Pengelola Modal Awal
Prasarana
Oprasional
Dan Badan
ll;lukum_ { Pelatihan Dan
oprasi NN
\_ ) gang
BMT P \L i
Beroprasi

4. Produk Dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
PRODUK SIMPANAN
a) Simpanan Mudharabah
Simpanan Mudharabah adalah simpanan anggota pada BMT dengan
akad Mudharabah Al- Muthlagah yang diperlakukan sebagai investasi
anggota untuk di manfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan
kepada anggota, calon anggota, lembaga lain dan atau anggotanya secara

profesional dengan ketentuan penyimpan mendapat bagi hasil atas

® Brosur BMT wihdatul ummah
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penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang disepakati
pada saat pembukaan rekening simpanan.
b) Simpanan Berjangka Mudbarabah

Simpanan Berjangka Mudharahah adalah simpanan anggota pada BMT
dengan akad Mudharahah Al-Muthlagah yang prinsipnya sama seperti
Simpanan Mudharahah tetapi penyetorannya dilakukan sekali dan
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut

perjanjian antara penyimpan dengan BMT.*

PRODUK PEMBIAYAAN
1) Pembiayaan Mudharabah / Bagi Hasil
Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara
shahibul maal (pemilik modal usaha) dan mudharib (pengelolaa modal)
dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan diawal.
Secara umum Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :
a. Mudharabah Muthlagah (Mudharabah secara mutlak/bebas). ®
b. Mudharabah Mugayyadah (Mudharabah terikat),
Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal

sesuai dengan kehendak pemilik modal.

* Brosur BMT wihdatul ummah

% Muhammad Wasito Abu Fawaz, “Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar’i )
https://abufawaz,wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syar’i
di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38




Skema Pembiayaan Mudharabah ®

Tabel 4.3

57

Perjanjian Bagi Hasil

< ANGGOTA >

A\

KEAHLIAN/

KETRAMPILAN

Xa e

PROYEK /USAHA

Nisbah X %

PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN

|

MODAL

MODAL 100%

Nisbah Y %

2) Pembiayaan Murabahah / Jual Beli

Pengembalian Modal Pokok

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan

pembeli.”’

® Brosur BMT wihdatul ummah
®” HM.Dumairi Nur Dkk, Ekonomi Syariah Hal 42

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan



Skema Pembiayaan Murabahah®
Skema 4.4
1.Negosiasi

__________________

2. Akad jual beli

__________________

BANK ] A <
6. bayar
Suplier
Penjual
3.beli barang 4.Kirim
> 1L

[ NASABAH ]

3. Pembiayaan Musyarakah / Kerja sama

5.terima Barang

dan dokumen

58

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik

modal yang mencampurkan modal

keuntungan.®

® Brosur BMT wihdatul ummah
* HM.Dumairi Nur Dkk, Ekonomi Syariah Hal 43

mereka untuk tujuan mencari

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Skema Pembiayaan Musyarakah™

Tabel 4.5

- e S

PROYEK / USAHA

y

KEUNTUNGAN

|

{ Bagi hasil keuntungan sesuai porsi ]

kontribusi modal (nisbah)

Tabel 4.6

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga Bagi Hasil

Bunga ditentukan dengan asumsi | Nisbah bagi hasil ditentukan dengan
harus untung berpedoman pada kemungkinan

untung rugi

Besarnya presentase bunga | Besarnya  nisbah bagi hasil
berdasarkan jumlah uang / modal | berdasarkan jumlah keuntungan yang

yang di pinjam diperoleh

Jumlah pembayaran bunga tidak | Jumlah pembagian laba meningkat

meningkat meskipun keuntungan | sesuali dengan peningkatan

7% Brosur BMT wihdatul ummah
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usaha berlipat

pendapatan

Eksistensi bunga diragukan oleh

Semua agama

Tidak ada

yang  meragukan

keabsahan bagi hasil

Tabel 4.7

Perbedaan Simpan Pinjam Konvensional Dan Syari’ah ™

No | Keterangan SP.Konvensional SP.Syari’ah
1 | Landasan Operasi Peraturan Al- Qur’an, Fatwa
Pemerintah Peraturan
Pemerintah
2 | Pengawas Pengawas Pengurus Dan
Pengawas
Syari’ah
3 | Akad Transaksi Hutang Piutang Jual Beli, Bagi
Hasil Kerjasama,
Sewa
4 | Keuntungan Lembaga Bunga Sepihak Margin, Bagi
Hasil, Negosiasi
5 | Pemilik Dana Lembaga Berhutang | Investor / Patner
6 | Pemakai Dana Lembaga Pemilik | Mitra / Patner
Piutang

"t Brosur BMT wihdatul ummah
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Peran Lembaga Intermediasi Penjual / Pembeli
Agen investasi

intermediasi

Resiko Pembiayaan Resiko Anggota Resiko KJKS bila
wajar, Resiko

mitra bila lalai

Keuntungan Pemilik Fixet Rate Fluktuatif Sesuali

Hasil

10 | Akuntansi PSAK NO. 31/27 PSAK NO. 59

B. Paparan Data dan Analisis

.

Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Bagi Pelaku Usaha
Kecil Menegah (UKM) Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Wihdatul
Ummah Desa Plaosan Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan
Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh
UKM terhadap lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan
menyebabkan UKM bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari
sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari lembaga informal seperti
pelepas uang (rentenir) hingga berkembang menjadi bentuk yang lebih formal
seperti unit-unit simpan pinjam dan koperasi. BMT sebagai salah satu

lembaga alternatif untuk mendapatkan pinjaman bagi sektor UKM
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memberikan kelebihan, yaitu tidak adanya jaminan atau agunan yang
memberatkan seperti yang disyaratkan oleh perbankan.”

Pinjaman BMT lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya
peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh BMT. BMT juga
melakukan pembinaan usaha bagi peminjam. Kemudahan lain adalah
mekanisme pencairan dan pengembalian pinjaman fleksibel serta disesuaikan
dengan cash flow peminjam. BMT juga dalam memberikan pembiayaannya
tidak hanya kepada UKM secara perorangan tetapi juga memberikan kredit
secara berkelompok. Kelompok tersebut dapat dibentuk langsung oleh BMT
secara sengaja atau dapat juga diajukan oleh kelompok sendiri. Pembiayaan
secara berkelompok berbeda dengan pembiayaan secara perorangan. UKM
dengan pembiayaan secara kelompok dapat memperoleh pembiayaan yang
lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan secara perorangan, di dalam
kelompok juga diterapkan peraturan yang disepakati bersama, dan adanya
tanggung renteng (joint liability). Sistem yang digunakan di BMT Whidatul
Ummah berbeda dengan perbankan maupun lembaga keuangan mikro
lainnya.

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal
(harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh
kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual
harus memberitahukan berapa harga produk yang dibeli dan menentukan

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka

72 Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah
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waktu disepakati bersama, dapat secara langsung ataupun secara angsuran.
Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai’
Bitsaman Ajil. BMT Wihdatul Ummah sebagai lembaga keuangan syariah
yang melayani penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa.
penyaluran dana di BMT Wihdatul Ummah banyak menggunakan akad
murabahah karena mayoritas nasabah adalah pedagang.”

Secara umum proses transaksi murabahah di BMT Wihdatul
Ummah. Persyaratan dalam memberikan pembiayaan murabahah
kepada calon nasabah, adalah harus mengisi formulir dan melengkapi
persyaratan pembiayaan setelah itu dilakukan survei oleh pengelola
BMT Wihdatul Ummah bagian finance (marketing lending) bertujuan
untuk melakukan penilaian apakah pengajuan pembiayaan layak untuk
dibiayai. Dengan menggunakan prinsip analisis 5C.

Pertama, character Pada tahap ini bagian marketing lending
harus mencari tahu data-data tentang nasabah yang meliputi riwayat
hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga, serta kondisi
ekonominya.

Kedua, collateral (Agunan), Dalam penilaian ini meliputi penilaian
terhadap jaminan atau agunan yang dibebankan oleh calon nasabah
sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Wihdatul
Ummah. Jaminan yang bisa untuk pengajuan pembiayaan adalah
BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah. Jaminan tersebut
dipandang sebagai jaminan yang sah apabila diketahui dan dinilai.

Adapun perhitungan collateral secara ekonomis, dengan memperhitungkan
jenis barang serta nilai ekonomis jaminan. Khususnya penilaian jaminan
BPKB, karena harga dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan

penurunan nilai guna. Dalam perhitungan jaminan untuk realisasi pembiayaan

di BMT Wihdatul Ummah maksimal sebesar 70% sampai 80% dari harga

73 Sharani Sohari, Abdullah Ru'feh, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 201-202
" Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017
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pasaran. Adapun realisasi berdasarkan riwayat nasabah dalam pembiayaan
dan menggunakan produk BMT Wihdatul Ummah. Seperti ibu Martini yang
menggunakan produk pembiayaan di BMT Wihdatul Ummah selama tiga
tahun terakhir. Pada monitoring pembayar angsuran termasuk nasabah lancar,
sehingga marketing lending berani memberikan pembiayaan tanpa jaminan.

Ketiga, Capital (Modal) Analisis capital merupakan analisis yang
menghubungkan antara pemohon pembiayaan oleh calon nasabah
terhadap sejumlah dana yang disetor untuk membiayai suatu barang.
Yang menjadi pertimbangan dalam analisis ini adalah jangka waktu
yang diambil calon nasabah tersebut dalam permohonan pembiayaan.

Keempat, capacity (Kemampuan) Dalam hal ini marketing lending
harus dapat mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan
pembiayaan. Pada Standar Opersional (SOP) BMT Wihdatul Ummah
dalam pembiayaan, pihak pemberi modal harus memiliki data nasabah
kredit macet untuk  dijadikan pertimbangan dalam pemberian
pembiayaan.

Kelima,condition (Kondisi) Marketing lending dalam penilaian
pembiayaan hendaknya melihat kondisi ekonomi yang usahanya
prospek dimasa yang akan datang. Untuk usaha yang kurang prospek,
pengajuan pembiayaan akan dipending atau ditolak, dan sebaliknya
jika pengajuan pembiayaan untuk usahanya prospek maka akan diberi
pinjaman. Namun dalam penerapan di BMT Wihdatul Ummah,
marketing lending dalam penyaluran dana kepada nasabah tidak
melihat kondisi ekonomi usaha yang prospek, sehingga banyak terjadi
kemacetan dalam mengangsur angsuran.”

Sehingga dari hasil wawancara yang saya dapatkan jika ingin melakukan
trasaksi pembiayaan murabahah, harus melalui proses yaitu, harus mengisi
formulir dan melengkapi persyaratan pembiayaan murabahah, setelah itu
pihak BMT Whidatul Ummah melakukan survey. Jika dalam survey

memenuhi barulah pihak BMT Whidatul Ummah membrikan modal sesuai

> Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017
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kemampuan dan agunan yang di berikan oleh nasabah kepada pihak BMT
Whidatul Ummah.

Dalam implementasi pembiayaan di BMT Wihdatul Ummah selain
menggunakan analisis 5C juga menggunakan analisis prinsip syariah dan
tujuan pembiayaan. Syariah maksudnya dalam pengajuan pembiayaan barang
dengan akad murabahah sudah sesuai prinsip syariah atau tidak. Penerapan
syariah di BMT Wihdatul Ummah dari penerapan akad, barang yang diperjual
belikan harus halal, dan sebagainya. Dari analisis 5C di atas jika prinsip
syariah tidak terpenuhi maka pengajuan pembiayaan batal. Tujuan bermaksud
untuk mengetahui pemanfaatan dari pengajuan pembiayaan. Hal ini
diterapkan dalam analisis pembiayaan BMT Wihdatul Ummah supaya
pembiayaan tepat pada tujuan utama dalam pengajuan pembiayaan dan
menghindari dari riba.

Di BMT Wihdatul Ummah banyak terdapat masalah pada pembiayaan
murabahah, antara lain tentang penetapan hak milik barang belum jelas.
Seharusnya sebelum angsuran lunas, barang atas nama BMT Wihdatul
Ummah dan setelah lunas barang tersebut di atas namakan nasabah. Namun
pada implementasinya BMT Wihdatul Ummah hanya memberikan
pembiayaan kepada nasabah, tanpa menerapkan prinsip tersebut.”

Contoh kasus :

produk murabahah untuk pembelian sepeda motor, pihak BMT
Whdatul Ummah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang
mengajukan pembiayaan murabahah untuk sepada motor, yang

dimana bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dari sepeda motor
tersebut, dengan menjadikan motor ojek, lalu pihak BMT menyetujui

’® Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah
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karena pihak nasabah telah memenuhi persyaratan dan pihak BMT
juga telah mersurve nasabah. Hal ini dilakukan marketing lending
dengan alasan karena untuk mempermudah operasional.”” Bahwa
permasalahan yang terdapat dalam aplikasi Pembiayaan di BMT
Wihdatul Ummah adalah pada jaminan atau collateral. Namun dalam
proses pembiayaan pihak nasabah mengingkari kesepakatan yang
telah di tentukan yaitu tidak membayar angsuran 3 bulan berturut
turut.

contoh (studi kasus):

bapak Mustari mengajukan permohonan pembiayaan untuk usaha
toko bangunan, dari agunan/jaminan syarat terpunuhi dari hasil gaji
istri dan suami sebesar 40% dari gaji bersih dan mobil avansa. Suatu
hari, nasabah tersebut bermasalah (bercerai) secara otomatis
angsuran pembiayaan tersebut juga bermasalah. Selain itu,
permasalahan terdapat pada analisis tujuan. terjadinya permasalahan
adalah mengajukan pembiayaan dengan jaminan dan nama sendiri,
secara otomatis angsuran menjadi tanggung jawab peminjam. Namun
pembiayaan tersebut digunakan oleh tetangganya tanpa
sepengetahuan marketing lending. Seharusnya nasabah yang
mengajukan pembiayaan harus jujur dalam tujuan pembiayaan dan
marketing lending harus menganalisa pembiayaan lebih teliti dan
lengkap. Permasalahan lain muncul, akibat adanya terjadinya
penggantian pengelola tiap tahun, pergantian pengelola berarti
pelimpahan tanggung jawab yang menyebabkan penanganan
pembiayaan tidak terselesaikan.

Dari permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan pengangusuran
pembiayaan menjadi terlambat dan macet. Masalah-masalah yang terdapat
dalam pembiayaan murabahah adalah, Kurang tegasnya pihak BMT dalam
memebrikan pembiayaan kepada nasabah dan kekurang teliti menganalisa
pembiayaan murabahah dari marketing lending, adanya pergantian pengelola

setiap tahun yang menyebabkan penanganan kredit macet tidak terselesaikan,

kurang pemahaman pengelola khususnya bagian marketing lending, untuk

7 Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017
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menganalisa pembiayaan, dan banyak terjadi permasalahan yang timbul pada
jaminan.”™

Adapun penyelesaian pembiayaan yang diakibatkan kesalahan dalam
analisis pembiayaan di BMT Wihdatul Ummah menurut penulis untuk
mengelola kembali dengan cara : a) melakukan evaluasi penerapan akad,
untuk mengurangi dan menghindari terjadinya kredit macet BMT Wihdatul
Ummah membuat SOP (Standar Operasional) dengan menerapkan
pengauditan akad setiap satu bulan sekali. b) pelatihan pengelola BMT
Wihdatul Ummah, dengan melakukan analisa pengauditan penerapan akad di
BMT Wihdatul Ummah akan diketahui pengelola yang belum menguasai
analisa pembiayaan untuk pengelola baru maupun yang lama. ¢) pembinaan
kepada pengelola, jika dalam pelatihan tidak bisa menguasai analisa
pembiayaan BMT Wihdatul Ummah maka akan dibimbing. Bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang
ada di BMT Wihdatul Ummah maupun Cabang dengan cara sharing antar
pengelola BMT Wihdatul Ummah dan adanya pembinaan yang diadakan

direktur utama setiap satu bulan sekali.

Hasil wawancara dengan seorang pelaku Usaha Pedagang sayur
keliling:

A : Assalamualikum pak bias minta waktunya sebentar

N :walaikumsalam ngeh mas monggo ada perlu apa yaa

A: Begini pak saya mau Tanya tentang pembiayaan di Bmt Whidatul
Ummah

N: ngeh mas

A: bapak selaku, pelaku usaha keci, modal usaha daganganya di dapat
dari mana

’® Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah
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N: modal usaha saya ini saya dapatkan dengan mengadaikan BPKB
sepeda motor ini di BMT whidatul Ummah

A: memang apa saja syaratnya untuk bisa mendapatkan pinjaman di
BMT whidatul ummah niku pak

N:ngeh ngeten mas, sampean dating ke kantor dan mengajukan
permohonan pembiayaan mas, sampean bias millih model
pembiayaan yang pertama seperti saya ini mas yaitu pembiayaan
murabahah, saya dulu awalnya minta modal 5 juta untuk bias
berdagang ini mas, lalu modal ini saya putarkan untuk bias
mendapatkan hasil lebih, mudah kok mas sampean hanya
melengkapi persyaratan yang di berikan oleh BMT, kaya
KTP,jaminan,buku nikah , dan BMT hanya minta bagi hasil 1 kali
dalam kurun waktu 1 bulan keuntungan yang saya dapatkan, lalu
bulan selanjutnya keuntungan 100% untuk kita mas, dan kita hanya
di minta untuk membayar angsuran tiap bulanya.”

A:dan untuk mengelola dana tersebut ada batasanya tidak pak yang di
tentukan oleh puhak sana.

N: tidak ada mas terserah kita yang penting kita harus membayar
angsuran tiap bulanya.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha atau perniagaan antara pihak
pemilik dana (sahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana
sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan
dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama nisbah) sesuai dengan
kesepakatan di muka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada)
akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian
atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan,
kecurangan, dan penyalagunaan dana.®
Akad kerjasama mudharabah ini dibedakan dalam dua jenis, yakni :

(a) Mudharabah Muthlagah, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang
tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya

dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang

’® Wawancara dengan Pelaku Usaha kecil Bapak Ersam (pada tanggal 30 mei 2017)
8 Dr.H.Hendi Suhendi, M.Si , Figih Muamalah Hal 139
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harus dilakukan dan Kketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya
memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan
investasinya.

(b) Mudharabah Mugayyadah, akad ini mencantumkan persyaratan-
persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola
dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek
investasinya (investasi yang terikat). Sebagai pengelola dana dipersyaratkan
dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal yakni; tidak mencampurkan dana
mudharabah yang diterima dengan dana lainnya, tidak melakukan investasi
pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya
penjamin dan atau tanpa jaminan. si pengelola dana harus melakukan sendiri
kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga.®

Praktik pembiayaan mudharabah di bmt wihdatul ummah, syarat
pembiayaan mudharabah di BMT wihdatul ummah dengan membuka
rekening minimal rp 10.000,-fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) suami &
istri, fotokopi kartu keluarga (kk), fotokopi surat nikah (dan atau surat
cerai dan atau surat kematian), surat keterangan rt, siup, tdp dan
keterangan lain mengenai usaha, npwp (untuk pembiayaan di atas rp 10
juta), rekening listrik, air, telepon, fotokopi jaminan dan surat/ keterangan
pendukung, denah rumah, tempat usaha dan jaminan (jika jaminan berupa
tanah), wawancara dan survey.

Menilai kelayakan usaha dan menilai suatu usaha dalam memberikan
tingkat pengembalian serta untuk menentukan besar nisbah bagi hasil,
rukun pembiayaan mudharabah di bmt wihdatul ummah adanya mudharib
(pengelola usaha = nasabah/anggota) syarat: wni, pemilik usaha, muslim
atau non muslim (diutamakan muslim), shohibul maal (bnu), jumlah dana
yang dimudharabah, akad (ijab gabul) isi akad (ijab gabul) meliputi:
Perjanjian antara BMT dengan mudharib, jumlah (nominal) dana, jangka
waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil, biaya — biaya, jaminan, tambahan —
tambahan (hal — hal di luar perkiraan atau tambahan — tambahan lain).*

®! Dr.H.Hendi Suhendi, M.Si , Figih Muamalah,(Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2011), Hal 141
# Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017 pukul 10.00
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Ketentuan Pembiayaan Mudharabah di BMT Wihdatul Ummah
pembiayaan mudharabah mugayyadah dengan jaminan, Pada prinsipnya,
dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib
tidak melakukan penyimpangan, BMT Wihdatul Ummah meminta jaminan
dari mudharib. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad, Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha
yang telah disepakati bersama dan sesuai syariah, BMT Wihdatul Ummah
tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, BMT
Wihdatul Ummah membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha)
bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), sedangkan nasabah
bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Sejauh ini BMT Wihdatul Ummah lebih banyak memberikan pembiayaan
mudharabah untuk bentuk usaha yang tidak fluktuatif, Jangka waktu usaha
(maksimal 2 tahun), tata cara pengembalian dana (angsuran per minggu,
per bulan, per triwulan) dan pembagian keuntungan (dengan revenue
sharing sebesar nisbah yang disepakati) ditentukan berdasarkan
kesepakatan BMT Wihdatul Ummah dengan nasabah, BMT Wihdatul
Ummah menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika
mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian (seperti
pengelolaan yang kurang baik) atau menyalahi perjanjian, Membuat
laporan keuangan palsu untuk pertanggung jawaban mudharib kepada
BMT Wihdatul Ummah. #

Dari hasil wawancara tersebut pihak BMT Whidatul Ummah lebih kepada
pengunaan pembiayaan Mudharabah Mugayyadah yang di mana pihak
shaibul mall tidak memberikan batasan terhadap mudharib sebagai pengelola
modal, mudharib di berikan kebebasan dalam mengelola modal tersebut.
Karena sebelum pihak BMT Whidatul Ummah menyetujui pembiayaan
mudharabah terhadap nasabah pihak BMT mengenali dan menganalisis
nasabah tersebut dari sifatnya keluarganya, faktor ekonominya , faktor
lingkunganya.

BMT Wihdatul Ummah menggunakan mekanisme revenue sharing.

Revenue sharing yaitu pembagian bagi hasil diambil dari pendapatan yang

# Mohammad Sholeh, Wawancara , 27 mei 2017
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diperoleh mudharib (pengelola dana) tanpa dikurangi biaya usaha. Besar
nisbah (persentase) untuk BMT Wihdatul Ummah dan mudharib ditentukan
sesuai kesepakatan bersama. Jumlah nisbah yang diperoleh BMT Wihdatul
Ummah diusahakan tidak kurang dari tingkat margin per bulan yang telah
ditentukan BMT Wihdatul Ummah. Margin tidak selalu diberitahukan kepada
mudharib. Penentuan besar margin berdasarkan jumlah dari biaya dana
(seperti untuk bagi hasil simpanan dan pengembalian pinjaman kepada pihak
ketiga), biaya operasional (seperti untuk biaya perlengkapan kantor dan biaya

gaji) dan keuntungan yang diambil BMT Wihdatul Ummabh.

Contoh Kasus :

BMT memberikan pembiayaan mudharabah kepada Tn. A selaku
pedagang keliling.

1) Tn. A sebesar Rp. 5.000.000,-, pendapatan Rp. 2.000.000,-, nisbah bagi
hasil untuk mudharib 85% dari pendapatan (Rp. 1.700.000,-), nisbah
bagi hasil untuk BMT 15% (Rp. 300.000,-), dan pihak BMT wihdatul
Ummah selaku pemberi modal hanya meminta pembagian keuntungan
1x, jadi Tn A selaku pedagang hanya memberikan bagi hasil kepada
BMT 1x selanjutnya Tn A hanya cukup membayar cicilan hutangnya,
keuntungan 100% untuk pengelola modal.

Dalam arti orang berusaha pasti mencari untung. Kalaupun rugi itu
semata-mata karena Allah menentukan lain. Oleh karena itu apabila
mengalami kerugian maka ditanggung oleh BMT Wihdatul Ummah kecuali
segala macam kerugian yang diakibatkan karena kelalaia atau kecerobohan
atau penyelewengan pengelola usaha, ditanggung sendiri oleh mudharib.

Alur penyelenggaraan pembiayaan mudharabah dimulai dari nasabah
mendaftar melalui marketing officer atau datang sendiri ke kantor BMT

Wihdatul Ummah menemui consumer service untuk mengajukan
pembiayaan, memenuhi persyaratan lengkap serta deskripsi bentuk usaha



72

jelas, setelah itu semua data dimasukkan di buku register permohonan,
kemudian koordinator marketing melakukan survey dan analisis,
kemudian mengadakan rapat komite (marketing officer, consumer service,
koordinator marketing, kepala kantor) dan pengurus (untuk nominal
tertentu), dari rapat tersebut untuk memutuskan pembiayaan yang
diajukan diterima atau ditolak, jika pembiayaan ditolak maka dibuatkan
surat penolakan atau menghubungi nasabah via telepon, jika pembiayaan
diterima segera dijadwalkan untuk realisasi, pelaksanaan akad (ijab,
gabul), kemudian realisasi pembiayaan. Realisasi pembiayaan diawali
dengan pemberian modal kepada mudharib kemudian pelaksanaan usaha
oleh mudharib dan pembagian nisbah sesuai kesepakatan.®

Pengajuan pembiayaan Mudharabah BMT Wihdatul Ummah®

Tabel 4.7

Marketing Consumer
Officer Service

Nl

Buku Register

Survey dan analisis

Rapat Komite

/\

Pembiayaan Pembiayaan

A 4

Realisasi

Dengan praktik pembiayaan mudharabah berupa pembiayaan macet dan
permasalahan — permasalahan lain, biasanya timbul karena kesalahan dari
pihak mudharib (pengelola dana). Jenis permasalahan yang terjadi

¥ Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017 pukul 10.00
% Brosur BMT whidatul Ummah
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meliputi: Mudharib mengalami musibah seperti bencana alam (seperti
banjir dan gempa bumi), kebakaran dan musibah lain yang tidak disengaja
dilakukan oleh mudharib serta terjadi tak terduga. Musibah ini
menyebabkan asset rusak atau habis, sehingga tidak dapat meneruskan
usaha (proyek) yang dijalankan dan mudharib tidak dapat mengembalikan
modal yang diberikan kepada BMT Wihdatul Ummah.®® Perlakuan BMT
Wihdatul Ummah terhadap pembiayaan macet karena mudharib mengalami
musibah, angsuran pengembalian modal ditangguhkan sampai mudharib
bisa membangun usahanya kembali, diberi modal untuk membangun usaha
kembali, pembiayaan dihapuskan, karena usaha tersebut telah di
asuransikan di perusahaan asuransi syariah seperti asuransi mubarakah
dan asuransi takaful indonesia, pembiayaan macet karena kelalaian
mudharib dalam mengelola usaha.

Dalam mengelola usahanya mudharib melakukan kelalaian/ kecerobohan
atau manajemen usaha yang kurang baik, sehingga menyebabkan usaha
(proyek) yang dijalankan mengalami kerugian dan mudharib tidak bisa
memenuhi kewajibannya mengembalikan modal kepada BMT Wihdatul
Ummah tepat pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Perlakuan
BMT Wihdatul Ummah terhadap Pembiayaan Macet karena Kelalaian
Mudharib : mudharib tetap membayar angsuran sesuai akad, kerugian
ditanggung sendiri oleh mudharib, penyitaan barang jaminan (agunan),
pembiayaan macet karena karakter mudharib.

Pembiayaan macet ini terjadi karena mudharib dengan sengaja menunda
waktu pengembalian modal atau mudharib dengan sengaja tidak
mengembalikan modalnya kepada BMT Wihdatul Ummah. Perlakuan BMT
Wihdatul Ummah terhadap Pembiayaan Macet karena Karakter Mudharib:
Memberikan surat peringatan, Mudharib tetap membayar angsuran dan
membayar sanksi keterlambatan pembayaran, Penyitaan barang jaminan
(agunan).

Mudharib tidak membuat laporan keuangan atau mudharib telah memenuhi
kewajiban mengembalikan modal yang diberikan serta memberikan bagi
hasil yang menjadi bagian BMT Wihdatul Ummah sesuai nisbah yang
disepakati namun dilakukan manipulasi pada laporan keuangannya.
Laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan keuangan
sebenarnya, misalnya pendapataan yang tercantum dalam laporan
keuangan lebih kecil dari pada jumlah sebenarnya sehingga jumlah
pembagian bagi hasil untuk BMT Wihdatul Ummah menjadi lebih sedikit.
Perlakuan BMT Wihdatul Ummah terhadap Mudharib yang melakukan
Manipulasi Laporan Keuangan: Mudharib diharuskan membuat laporan
keuangan, pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui keabsahan laporan
keuangan yang dibuat oleh mudharib.®’

# Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017 pukul 10.00
¥ Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017 pukul 10.00



74

Ibu Ena mengajukan pembiayaan tambahan modal usaha kepada BMT
Wihdatul Ummah sebesar Rp. 5.000.000,- dengan tempo 3 tahun dan
dengan jenis pembayaran angsuran bulanan dan pencairan pembiayaan
tertanggal 23 Mei 2016.Setiap bulannya ibu Ena berkewajiban membayar
angsuran sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 23 dengan membayar
sebesar Rp.289.000,- kepada BMT dengan perincian pengembalian modal
sebesar Rp. 5.000.000,- dan nishah keuntungan Rp. 200.000,-. Ibu Ena
dalam pengajuan pembiayaannya menggunakan agunan berupa BPKB,
namun BMT Wihdatul Ummah dalam kebijakannya mengenai pembiayaan
bermasalah yaitu apabila terjadi kecurangan, kelalaian atau pun nasabah
bertindak di luar kesepakatan yang mengakibatkan kegagalan atau
kebangkrutan pada usaha yang dijalankan sehingga nasabah tidak dapat
melunasi kewajibannya saat jatuh tempo pembayaran tiba, pihak BMT
Wihdatul Ummah memberikan perpanjangan waktu selama 1 bulan dengan
denda sebesar 5% dari besarnya pembiayaan, namun jika nasabah belum
juga bisa melunasi pembayaran maka pihak BMT Wihdatul Ummah akan
mengeksekusi jaminan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan.

BMT Wihdatul Ummah dengan didampingi dan dibantu oleh nasabah
mengumpulkan sanak kluarga dan kerabat-kerabat dari nasabah untuk
bermusyawarah dan menawarkan pelelangan atau penjualan jaminan
kepada sanak keluarga maupun kerabat-kerabat dari nasabah sebelum di
lelang atau dijual kepada pihak-pihak lain. Dalam hal besarnya nilai
jaminan lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
kepada pihak BMT Wihdatul Ummah maka kelebihannya akan
dikembalikan kepada nasabah, namun jika nilai jaminan lebih sedikit dari
besarnya kewajiban yang harus dibayarkan maka pihak nasabah harus
masih melunasi kewajibannya kepada BMT Wihdatul Ummah. Kemudian,
semua biaya yang timbul akibat proses eksekusi jaminan seluruhnya
dibebankan kepada nasabah.®®

Dalam prakteknya BMT Wihdatul Ummah mengeksekusi jaminan dari
nasabah/anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-
hal yang telah disepakati yaitu karena kecurangan atau kelalaian mudharib
dalam mengelola pembiayaan yang telah diberikan namun analisis
kegagalan atau kelalaian yag berhak menentukan adalah dari pihak BMT
Wihdatul Ummah dengan berdasarkan keterangan dari nasabah/mudharib
tanpa disertai adanya laporan terperinci yang dibuat oleh mudharib ini
dikarenakan kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan
pedagang yang tidak mengerti tentang pencatatan (akuntabilitas) dalam
ilmu ekonomi sehingga menyulitkan para nasabah untuk melaporkan
usahanya secara terperinci seperti dalam konsep mudharabah. Dari semua
kasus yang pernah terjadi dalam pembiayaan mudharabah bermasalah di

% Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah
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BMT Wihdatul Ummah hampir semuanya disebabkan oleh kelalaian
nasabah.

Berdasarkan evaluasi terhadap penerapan prinsip pada praktik pembiayaan
mudharabah (revenue sharing) di BMT Wihdatul Ummah, penulis menemukan

beberapa kelebihan dan kelemahan. Yakni ;

pertama, kelebihannya syarat dan rukun pembiayaan mudharabah yang
diterapkan di BMT Wihdatul Ummah sudah sesuai dengan prinsip syariah,
ketentuan pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Wihdatul Ummah
mengacu pada Prinsip Syariah, Pembagian bagi hasil pembiayaan mudharabah di
BMT Wihdatul Ummah menggunakan mekanisme revenue sharing. Mekanisme
ini lebih aman untuk BMT Wihdatul Ummah terutama untuk menghindari
kecurangan mudharib yang menambah atau melakukan mark up terhadap jumlah
biaya usaha (biaya usaha yang dicantumkan dalam laporan keuangan lebih tinggi
dari biaya usaha sesungguhnya), penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan
mudharabah yang diterapkan di BMT Wihdatul Ummah telah sesuai dengan
prinsip syariah karena nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan shahibul maal
dan mudharib, alur penyelenggaraan praktik pembiayaan mudharabah yang
diterapkan di BMT Wihdatul Ummah dilakukan sesuai akad ijab gabul) yang

disepakati kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib).

Kedua, kekurangannya adalah praktik pembiayaan mudharabah di BMT
Wihdatul Ummah : Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
penentuan resiko akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan di

BMT Wihdatul Ummah tidak sesuai dengan fatwa DSN NO:07/DSN-
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MUI/IV/2000 yang dimana sebenarnya dalam pembiayaan mudharabah tidak
diperbolehkanya adanya tambahan angunan (barang jaminan), namun dalam
prakteknya BMT Whidatul Ummah mewajibkan adanya barang jaminan terhadap
nasabah yang akan melakukan pembiayaan,® dalam penentuan resiko akad
pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT Wihdatul Ummah dalam
penentuan resiko akad mudharabah menurut fatwa DSN NO:07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharbah belum sesuai dengan fatwa DSN
NO:07/DSN-MUI/1V/2000. Hal ini karena dalam pelaksanaanya penentuan ganti
rugi akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Wihdatul Ummah
seluruhnya ditanggung oleh mudharib baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari
mudharib maupun resiko yang terjadi akibat dari kerusakan alam., pada saat
terjadi kerugian yang dikarenakan kesalahan mudharib, dilakukan penyitaan
secara paksa dengan persetujuan dari mudharib atas barang yang dijadikan

jaminan (agunan).

. Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Di Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Palosan
Kabupaten Magetan Prespektif Hukum Islam

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah
keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai
pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.

Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga

* Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah
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jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat
berubah selama berlakunya akad.

BMT Whidatul Ummah dalam Pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah
sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum islam, dilihat dari praktik
pembiayaan murabahah, yang sesuai dengan rukun dan syarat sahnya pembiayaan
murabahah. Rukun murabahah ada lima, yaitu: penjual (ba 'i), pembeli (musytari),
barang atau obyek (nabi), harga (fsaman), ljab ésn. gabul (sighat). Rukun tersebut
telah terpenuhi dalam tata cara praktik pembiayaan murabahah di BMT Whidatul
Ummah sehingga transaksi pembiayaan murabahah tersebut dapat dikatakan sah
menurut hukum Islam. Sedangkan jika ditinjau dari syaratnya praktik pembiayaan
murabahah di BMT Whidatul Ummah sudah sesuai dengan syarat sah pembiayaan
murabahah dalam prinsip Islam. * Syarat tersebut dapat dilihat dari :

Pertama, mengetahui harga pertama (harga pembelian), yaitu pihak BMT
Whidatul Ummah, memberikan penjelasan praktik sistem murabahah dengan cara
menginformasikan harga beli kepada nasabah kemudian penjelasan kembali untuk
harga penjulan pertama disertai margin yang di dapat oleh pihak BMT Whidatul
Ummah. Hal ini harus dijelaskan pada proses akad pertama agar tidak ada
kesalapahaman dalam unsur riba sebelum realisasi perjanjian.

Kedua, mengetahui besarnya keuntungan, pihak BMT Whidatul Ummah
memberi tahuakan kepada nasabah besar keuntungan yang akan didapatkan
nantinya. Karena sistem pembiayaan murabahah ini berlandaskan pada prinsip

Islam serta adanya keterbukaan jumlah margin yang di terima sehingga timbullah

% Wiroso, Jual Beli Murabahah, h. 17
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unsur saling rela anatara kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut menjadi sah
dalam hukum islam, karena pada dasarnya BMT Whidatul Ummah bergerak pada
lembaga keuangan syariah.

Ketiga, modal hendaklah komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis,
seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dalam pembiayaan
murabahah BMT Whidatul Ummah tidak akan keluar dari ketentuan yang telah
dianjurkan, karena jika keluar dari kententan yang telah ditentukan maka akan
berakibat pembiayaan murabahahnya tidak sah.

Keempat, sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak
menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama, dalam pembiayaan murabahah
tidak di perbolehkan untuk mengambil keuntungan kecuali keuntungan yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pelaku usaha dan BMT Whidatul
Ummah selaku pemberi modal. Karena pada dasarnya riba diharamkan dalam
hukum Islam.

Kelima,transaksi pertama harus sah secara syara’, mengingat transksi
pertama adalah penjelasan harga objek beli pertama yang dikhawatikan adanya
riba maka perlulah unsur kehati-hatian dalam menetapkan harga margin serta
penjelasan bagi hasil yang harus disetujui oleh kedua belah pihakm agar tidak
terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan tidak sahnya suatu perjanjian
pembiayaan murabahah tersebut.

Secara umum proses transaksi murabahah di BMT Wihdatul Ummah.
Persyaratan dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada calon nasabah,

adalah harus mengisi formulir dan melengkapi persyaratan pembiayaan setelah
itu dilakukan survei oleh pengelola BMT Wihdatul Ummah bagian finance
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(marketing lending) bertujuan untuk melakukan penilaian apakah pengajuan
pembiayaan layak untuk dibiayai. Dengan menggunakan prinsip analisis 5C.**

Pertama, character Pada tahap ini bagian marketing lending harus mencari tahu
data-data tentang nasabah yang meliputi riwayat hidup, latar belakang
pendidikan, keadaan keluarga, serta kondisi ekonominya.

Kedua, collateral (Agunan), Dalam penilaian ini meliputi penilaian terhadap
jaminan atau agunan yang dibebankan oleh calon nasabah sebagai jaminan
pembiayaan

Ketiga, Capital (Modal) Analisis capital merupakan analisis yang
menghubungkan antara pemohon pembiayaan

Keempat, capacity (Kemampuan) Dalam hal ini marketing lending harus dapat
mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

Kelima , condition (Kondisi) Marketing lending dalam penilaian pembiayaan
hendaknya melihat kondisi ekonomi yang usahanya prospek dimasa yang akan
datang.

Seperti yang telah di jelasakan dalam ayat Al-Qur’an, Perlu diketahui bahwa
antara umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lain merupakan saudara,
sehingga apabila saudara yang satu mengalami kesulitan maka saudara yang lain
untuk membantu menyelesaikan kesulitan yang dialami saudara muslim yang lain.
Untuk menjalani kehidupan tersebut, dianjurkan antar sesama umat muslim untuk

saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Sesuai dengan firman Allah SWT :

Dalam ayat yang membolehkanya Murabahah dalam Qur’an surat Anisa ayat
29: %

ch”j ﬁii b@;\-&m Z)l c o gj - ’i‘t’i

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

*! Mohammad Sholeh, Wawancara , pada tanggal 27 mei 2017
*? Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah
% (Qs.An-Nisa (4):29) Abu Abdilah Al Bukhari, (Iebanon Juz 5 )
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berlaku dengan suka sama - suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh diri mu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa kita tidak di perbolehkan memakan
harta orang lain, dalam arti riba, kita tidak boleh menambahkan margin
(keuntungan), tanpa di ketahui oleh pembeli pertama, kecuali telah di ketahui oleh
pembeli dan di setujui lantaran suka sama suka diantara keduanya dari hasil
keuntungan yang di dapatkan .

Ada pun dibolehkanya jual beli murabahah ada dalam surat al-Bagarah ayat 275

yang berbunyi :
R oo I S L T P R SR A S DRI N o > SR
st 3L 1608 il GUS 5 Zuddl e Olanldl abas (o)) paly ST Cgasiy Y G OSTG Gl
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Artinya :

Orang — orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa
mendapat peringatan dari tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada
Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka
kekal didalamnya. (Q.S.Al - Bagarah [2] : 275).*

Sehingga perlu kita ketahui sesuai dengan ayat Al-Qur’an Q.S.Al-bagarah
menjelaskan kita tidak diperbolehkan dalam perniagaan memakan riba, sesuai
dengan maksud dari ayat Al-Qur’an, sesungguhnya bahwa di akhirat nanti orang
orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang

yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata

** (Qs. Al-bagarah ayat (2): 75
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bahwa jual beli sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/11/2005 Tentang
Murabahah, bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada lembaga
keuangan syari'ah pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu
yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah; a.bahwa dalam hal nasabah
mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat
diberi keringanan; b. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat
diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam
penyelesaian pembayaran kewajiban.®
Menginggat bebrapa Hadits yang menganjurkan untuk melakukan pembiayaan
Murabahah dengan benar.

Hadits Tirmidzi nomor 1151 ;

B IB A o ip 23881 18 50 38 ek Al i e st g olSt i 4l s

5 B 5 48 1 3 ) 85 06 slandl s i gt o g e A ol s
A e st 1 o ey s fis St 8535 o St e 1 06 o3l5 st
R i G A i sl B e £ A gt g (0 06 1 g A5 b
A8 suasdy ) S5 15y bl g Jsds O slasdt i 33 ) e I3 355 a2

el JAl ¢ s fe 106 0185 810G o B 1hg A o e A O3

e

Telah memberitahukan kepada kami abu kuraib Usaman dari Ubaidullah bin
Umar dari Abu Az Zinad telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah
memberitakan kepada kami Abtu dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata;

% Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 49/Dsn-Mui/li/2005
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung
unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil.* la mengatakan; Dalam hal ini
ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa
berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman
amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung
unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur
penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri,
jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli
menggunakan Kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika
aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang
terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang
termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.

Dalam as-sunah dari Imam bukhari nomor 1965, yang berbunyi :
A () ok o 3 0 Eets JB dals 3 P Eede JB SR L2 G Bio Wis
° 4 4 B Gator ol 1o . 2 N B oo B B $B Fe . oz 25 PnaT N
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Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Shadagah telah mengabarkan kepada
kami Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku
mendengar Nafi' dari Ibnu '‘Umar radliallahu ‘anhuma dari Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh
melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam
jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar
(terjadi dengan pilihan) ". Nabi' berkata: "Adalah Ibnu ‘Umar radliallahu
‘anhuma bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli
bila sudah berpisah dari penjualnya™.”’

Jika diantara kamu ada orang yang melakukan trangsaksi jual beli jika mereka
sudah terpisah maka akad jual beli tersebut sudah terlaksana, dari hadist tersbut

menjelaskan bahwa, jika seorang yang melaksanakan akad jual beli, dan sudah

% Hadits Tirmidzi nomor 1151
7 Hadits Imam Bukhari nomor 1965
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terpisah kedua nya antara penjual dan pembeli maka sudah di angap jual beli itu
terlaksana.

Pada dasarnya murabahah adalah akad jual beli yang dimana keuntungan
yang disepakati oleh kedua belah bihak antara si penjual dan pembeli, si penjual
harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan
jumlah keuntungan yang ditambahkan dari asal harga beli.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat di
bebankan kepada harga jual tersebut, Ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-
biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang
tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah
pada barang itu.®®

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara
umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri
karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya
yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen
biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara
umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan
biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun
tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus

dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

% Ir. Adiwarman A. Karim, “Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan,”(RajaGrafindo Persada,
Jakarta 2004), 144
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Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan
pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat
mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan
dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya
langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga
membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayar-kan kepada pihak
ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu
harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan
pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkan-nya. Mazhab
yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila

tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.®

Sehingga perlu di ketahui bahwa pengertian murabahah adalah akad jual beli
yang di haruskan mengatakan dengan jujur harga beli kepada pembeli dan
mengatakan tambahan keuntungan dari harga beli barang, harga jual adalah harga
beli di tambah margin keuntungan dengan keputusan kedua belah pihak, menurut
peneliti praktik pembiayaan murabahah yang di lakukan oleh BMT Whidatul
Ummah sudah sesuai dengan akad, syarat, dan rukun murabahah. Dan tidak keluar
dari aturan yang telah di tentukan menurut Hukum Islam, dan sesuai dengan apa

yang sudah ada pada ayat al-Quran dan hadis.

Transaksi mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih

pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal

**Ir. Adiwarman A. Karim, “Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan,”(RajaGrafindo Persada,
Jakarta 2004), 144
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kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari (shahibul
maal) dan keahlian dari (mudharib), supaya usaha dapat di kembangkan,
sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang
disepakati. Sementara imam syafi’i mendefiniskan mudaharabah bahwasanya
pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk di jalankan
kedalam suatu usaha dagang, dengan keuntungan menjadi milik bersama antara
keduanya.'®

Adapun makna termologi dalam Figih muamalah, mudarabah di ungkap
secara bermaca-macam oleh beberapa ulama mazhab: Imam Hanafi
mendefinisikan, suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan
modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.

Seperti yang di di jelaskan dalam ayat Allah yang membolehkanya
Murdhrabah dalam Al-Qur’an surat Q.S.Al-Maidah ayat 5:
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Artinya : “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan
takwa, dan jangan tolong — menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran, dan bertagwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
Amat berat siksanya.” (Q.S.Al-Maidah [5]:2)*

100 Muhammad, Konruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, (Yogyakarta ;BPFE 2005,) h 47
1% (Qs.Al-Maidah (5):2,



86

Sesuai dengan ayat tersebut, kita di anjurkan untuk saling tolong-menolong
antara sesama umat muslim, dan tolong - menolong dapat dilakukan dalam
berbagai jenis perbuatan kebaikan (Tabarru’) seperti zakat, infaq, wakaf, jual beli,
kerjasama dan lain — lainnya, dalam tolong — menolong tersebut harus dilandasi
keikhlasan yang tidak dibolehkan saling merugikan antara satu pihak dengan
pihak lainya sebagimana yang di perintahkan dalam ajaran islam.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Mudharabah bahwa dalam rangka mengembangkan dan
meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat
menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad
kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahibul
mall,) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib,
nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara

mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.'*

Alur penyelenggaraan pembiayaan mudharabah dimulai dari nasabah
mendaftar melalui marketing officer atau datang sendiri ke kantor BMT Wihdatul
Ummah menemui consumer service untuk mengajukan pembiayaan, memenubhi
persyaratan lengkap serta deskripsi bentuk usaha jelas, setelah itu semua data
dimasukkan di buku register permohonan, kemudian koordinator marketing
melakukan survey dan analisis, kemudian mengadakan rapat komite (marketing
officer, consumer service, koordinator marketing, kepala kantor) dan pengurus
(untuk nominal tertentu), dari rapat tersebut untuk memutuskan pembiayaan
yang diajukan diterima atau ditolak, jika pembiayaan ditolak maka dibuatkan
surat penolakan atau menghubungi nasabah via telepon, jika pembiayaan
diterima segera dijadwalkan untuk realisasi, pelaksanaan akad (ijab, gabul),
kemudian realisasi pembiayaan. Realisasi pembiayaan diawali dengan pemberian
modal kepada mudharib kemudian pelaksanaan usaha oleh mudharib dan
pembagian nisbah sesuai kesepakatan.'®®

' Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000
'% Mohammad Sholeh, Wawancara ,Magetan 27 mei 2017 pukul 10.00
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Para fugaha bependapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh
mensyaratkan agunan sebagai jaminan dalam pembiayaan mudahrabah, jelas ini
konteksnya adalah business risk, sedangkan untuk character risk, mudharib pada
hakikanya menjadi wakil dan sahibul mall dalam mengelola dana dengan sizing
shahibul mall, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika mudaharib
melakukan kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu
melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak
termasuk bisnis mudaharabah yang disepakati, mudahrib tersebut harus
menanggung kerugian sebesar bagian kelalaianya sebagai sanksi dan tanggung

jawabnya karena telah menimbulkan kerugian.'*

menginggat beberapa Hadits yang menganjurkanya dan mencontohkan

pembiayaan mudharabah dengan benar :

Hadits Nasai Nomor 3867
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Telah mengabarkan kepada kami ‘Amru bin Zurarah telah memberitakan
kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami lbnu ‘Aun, dia
berkata; Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti harta
Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau
jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku
dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula

% Ir. Adiwarman A. Karim, “Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan,”(RajaGrafindo Persada,

Jakarta 2004), 209
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untuk tanahku.Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan
tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah
sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya,
pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua
dari pemilik tanah.

Telah dijelaskan bahwa di haruskan kepada kita untuk saling tolong
menolong terutama terhadap sesama muslim, dan hendaknya untuk menolong
orang di sekitar Kita terutama terhadap orang berpotensi untuk mengunakan
kemampuanya, untuk mendaptkan penghasilan dari keahilanya dengan yang
memiliki harta lebih untuk menyediakan dana atau tempatnya, dengan keuntungan
hasil sesuai kesepakatan yang telah di sepakati. Allah tidak mensyariatkan satu

akad kecuali untuk memwujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.'®

Hadits Nasai Nomor 3874
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Telah mengabarkan kepada kami ['Amru bin Zurarah] telah menceritakan
kepada kami [Isma'il] dari [Ayyub] dari [Muhammad], dia berkata; "Aku
tidak tahu bahwa [Syuraih] memutuskan mengenai seseorang yang
melakukan mudharabah kecuali dengan dua keputusan, suatu ketika dia
mengatakan kepada pelaksana mudharabah; "Berikanlah buktimu terhadap
musibah yang dengannya engkau mendapatkan udzur", atau suatu ketika
dia mengatakan kepada pemilik harta; "Berikan buktimu bahwa orang
kepercayaanmu adalah orang yang berkhianat, jika tidak maka dia
bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengkhianatimu." *

105 Hadits Nasai Nomor 3867

1% Muhammad Wasito Abu Fawaz, “Mengenal konsep Mudharabah (Bagi Hasil yang syar’i )
https://abufawaz,wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-
syar’i_di akses tanggal 06/03/2017.pukul 21:38

%7 Hadits Nasai Nomor 3874




89

Ketika dalam melakuakan pembiayaan mudaharabah hendaknya ketika
dalam pengelolaan dana mudaharib di hadapkan dengan musibah yang di
sebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak menentu, atau keadaan alam yang tidak
menentu™ maka berikanlah buktimu terhadap musibah itu sehingga dengan bukti
itu setidaknya engkau mendapatkan udzur”, karena dengan bukti tersebut
kepercayaanmu masih bisa di percaya, dan kamu bukanlah orang-orang yang
berkhianat, jika tidak maka bersumpahlah dengan nama Allah bahwa benar-benar

tidak mengingkari ketentuan akad mdaharabah tersebut.

Praktik pelaksanaan pembiayaan mudaharabah di BMT Whidatul Ummah ini
ternyata belum memenuhi aturan yang berlaku dalam hukum islam, dilihat dari
praktik pembiayaan mudahrabah yang tidak sesuai dengan penentuan resiko akad
pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Wihdatul Ummah tidak
sesuai dengan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 yang dimana sebenarnya
dalam pembiayaan mudharabah tidak diperbolehkanya adanya tambahan angunan
(barang jaminan), namun dalam prakteknya BMT Whidatul Ummah mewajibkan
adanya barang jaminan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan, dan
dalam penentuan resiko akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT
Wihdatul Ummah dalam penentuan resiko akad mudharabah menurut fatwa DSN
NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharbah belum sesuai dengan
fatwa.'”® Dalam pembiayaan Mudaharabah BMT Whidatul Ummah selaku
pemberi modal belum bisa memenuhi keinginan para UKM (usaha Kkecil

menegah) di daerah Plaosan, bahwasanya modal yang di butuhkan para UKM

1% Data diperoleh dari dokumen BMT Wihdatul Ummah
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Sekitar 50jt — 80jt namun pihak pemberi modal BMT Whidatul Ummah, hanya
mampu memberikan modal maxsimal 20jt dengan Kketentuan syarat dan

kesepakatan yang telah disepakati.'®

1% pata dokumen dari BMT whidatul Ummah



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan diatas terkait dengan pembiayaan murabahah dan

mudaharabah di BMT Whidatul Ummabh, Prespektif Hukum Islam penelitiaan ini

mengamati bagaimana praktik pembiayaan murabahah dan mudaharabah di BMT

Whidatul Ummabh , sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1.

Dalam praktik pembiayaan Murabahah di BMT Whidatul Ummah secara
prosedur sudah sesuai dengan hukum islam, secara rukun dan syarat sah akad
murabahah juga sudah sesuai, namun disni peneliti menyayangkan terhadap
perilaku yang sering di lakukan oleh Nasabah, yaitu wanprestasi mengingkari
perjanjian yang sudah dibuat, sehingga pihak BMT Whidatul Ummah
memberikan sangsi tegas kepada Nasabah dengan menjatuhi kifarad (denda)
kepada nasabah karena telat membayar cicilan. Dan pihak BMT kurang jeli
dan teliti dalam menganalisisi nasabah yang hendak melakakukan akad
Murabahah.

Dalam praktik pembiayaan Mudaharabah di BMT Whidatul Ummah secara
syariah belum sesuai dengan hukum islam, di pandangan dengan fatwa DSN
NO:07/DSN-MUI/IV/2000 yang dimana sebenarnya dalam pembiayaan
mudharabah tidak diperbolehkanya adanya tambahan angunan (barang
jaminan), namun dalam prakteknya BMT Whidatul Ummah mewajibkan
adanya barang jaminan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Namun secara rukun dan syarat sah akad mudaharabah sudah memenuhi. Dan

90
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Pada praktik akad pembiayaan mudaharabah di BMT Whidatul Ummah
peneliti menyayangkan ketidakmampuan dari (Shaibul Mall) sebagai pemberi
modal kepada (Mudaharib) selaku pengelola Modal, terhadap pelaku (UKM)
usaha kecil menegah di desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten
Magetan, Pihak BMT belum mampu memberikan modal yang cukup besar
kepada pelaku UKM yang terbilang usahanya yang sudah mapan, yang
dimana pihak BMT belum menyanggupi untuk memberikan pinjaman modal
usaha kepada pelaku UKM di atas 20jt.Sehingga pelaku UKM masih
cenderung untuk meminjam modal kepada Bank Konvensional karena dapat

meminjam modal usaha yang cukup besar sesuai yang di butuhkanya.

B. Saran

1. Bagi pihak BMT Whidatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan,
Kabupaten Magetan, dalam pembiayaan murabahah hendaklah lebih hati hati
untuk memberikan pembiayaan murabahah terhadap nasabah, hendanya di
lakuakan analisa terlebih dahulu terhadap nasabah yang akan melakasanakan
pembiayaan murabahah,

2. Bagi pihak BMT Whidatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan,
Kabupaten Magetan, dalam pembiayaan, hendaklah untuk mencari investor
dana untuk menutupi ketidak mampuan dalam pemberian modal yang cukup
besar kepada pelaku UKM didesa Plaosan Kecamatan Plaosan, Kabupaten

Magetan, sehingga pihak UKM akan lebih memilih untuk meminjam ke BMT
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Whidatul Ummah dengan sistem bagi hasil ketimbang kepada Bank

Konvensional karena suku bunga yang besar.
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Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir / skripsi yang berjudul :
Kontribusi Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah di BMT Wihdatul Ummah
Kelurahan Plaosan Kabupaten MagetanTerhadap pelaku UKM Prespektif Hukum
Islam.

Demikian hal ini disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

BMT Wihdatul Ummah
Kecamatan Plaosan

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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LAMPIRAN 8 : FOTO HASIL WAWANCARA DAN PENELITIAN

Kantor BMT Whidatul Ummah Kecamatan Plaosan

Ruang Kantor Kantor BMT Whidatul Ummah Kecamatan Plaosan
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Badan Hukum No. : 130/BH/KDKI3.24/IX/1999 :
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Wawancara Dengan Bapak Mohammad Sholeh Ketua BMT Whidatul
Ummah Kecamatan Plaosan
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Wawancara dengan pedagang sayur keliling
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Wawancara Dengan bapak Ahmad selaku pemilik Usaha Pupuk dan Pom
Mini

Toko bapak Ahmad selaku pemilik Usaha Pupuk dan Pom Mini

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Wawancara Dengan Bapak Esmu selaku pemilik UKM Roti Bolu
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Wawancara dengan IBU Sri selaku pemilik Usaha Jangellan
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UKM Janggelan

Wawancara dengan pelaku Ukm Batik Sidomukti



LAMPIRAN 9 : RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Fathul Mujaddidi Arum

Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 16 Desember 1994

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Desa, Plaosan RT 11 RW 02
No.Telpon : 085852272800

Email : fathulmujadid@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

1
2
3.
4

SD Muhammadiyah 1 Magetan : Tahun 2001 — 2007

MTS muhammadiyah Paciran Lamongan : Tahun 2007-2010
MAN 2 Madiun : tahun 2010 — 2013

S1 Fakultas Syariah Uin Malang

PENDIDIKAN INFORMAL

1.
2.

Pelatihan NLP di Malang
Pelatihan Hypnosis di malang
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